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Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas
limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Balangan dapat
menyusun dan menyelesaikan Peta Proses Bisnis Kabupaten. Sholawat serta salam
semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan
syafaatnya di akhir zaman. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dr. Ngalimun,
S5.50s,M.M dan Juanhandy, SH selaku narasumber dan evaluator dari Kementrian
PANRB Republik Indonesia atas bimbingan, waktu dan tenaga selama pelaksanaan
Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan serta ucapan terimakasih
disampaikan pula kepada Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis
Kabupaten Balangan atas usaha dan kerjasamanya.

Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan ini merupakan tindak lanjut dari Surat
Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/848/Kum Tahun 2021 tanggal 17
September 2021. Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan menggambarkan tata
hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan, maka dengan disusunnya Peta Proses Bisnis
Kabupaten Balangan diharapkan kinerja organisasi dimasa mendatang akan lebih
terencana dan sistematis sesuai dengan fungsi dan tujuan tiap unit organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset penting bagi organisasi yang memuat
informasi ke dalam satu kesatuan dokumen organisasi, sehingga penyusunannya
melibatkan seluruh elemen organisasi. Keterlibatkan seluruh elemen organisasi dalam
penyusunan peta proses bisnis berfungsi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan
dari proses bisnis yang digambarkan. Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis
merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja
secara efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah
bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis
untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih
baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses
bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses
bisnis yang berbelit-belit dan fumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit
organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Dengan
demikian, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu
menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi,
dan fujuan organisasi.




BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 84d /Kum TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kabupaten Balangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 985);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 442);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANGh PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Balangan,
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini.

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Balangan,
yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis merupakan
diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar organisasi pada Pemerintah
Kabupaten Balangan untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi
pemangku kepentingan.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA terdiri dari tingkatan sebagai berikut:
a. peta proses;

b. peta sub proses;

c. peta lintas fungsi bisnis; dan

d. peta relasi.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dalam diktum KETIGA

huruf a memuat seluruh sasaran pada Rencana

Strategis Pemerintah Kabupaten Balangan, yang terdiri

dari:

a. proses utama merupakan proses yang menciptakan
aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai
berikut:

1. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan
pengguna eksternal dan internal;




2. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan
Pemerintah  Kabupaten  Balangan dalam
mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan

3 memberikan respon langsung terhadap
permintaan  dan memenuhi  kebutuhan
pengguna.

b. proses pendukung merupakan proses yang
menghasilkan  keluaran untuk  mendukung
pelaksanaan proses utama.

KELIMA . Peta Sub proses sebagaimana dimaksud dalam diktum
KETIGA huruf b memuat seluruh proses bisnis yang
mengacu pada program dalam Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Balangan. )

KEENAM . Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KETIGA huruf ¢ memuat rangkaian kerja lintas
unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk
suatu proses kerja.

KETUJUH . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
et & da tan al
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/848/Kum TAHUN 2021

TANGGAL17 SEPTEMBER 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

MISI KABUPATEN BALANGAN

MISI 1 MISI 2 MISI 3 MISI 4 MISI 5




INPUT

Supporting
Kegiatan

Regulasi dan
Kebijakan

-

Regulasi dan
Kebijakan

Budgeting

-

Permintaan
informasi,
konsultasi dan layanan

[ mastaragar | —s

OUTPUT

Pengawasan dan
Pengendalian

Akuntabilitas /
laporan

Akuntabilitas /
laporan

Regulasi dan
Pengawasan

BLG.14

Pengelolaan Teknologi

Informasi

BLG.15

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan

BLG.16

Pengelolaan Anggaran

Investasi

-

Publikasi dan
Promosi

-

BLG.17
Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja

BLG.18
Pengelolaan Pelayanan
Publik

Layanan
Pendidikan,
Kesehatan dIl

Layanan
—pl Perizinan dll

q-

Layanan
Informasi dll

|| PROSES PENDUKUNG ”

1. Ekonomi Meningkat
2. Masyarakat sejahtera




et

Kebijakan/regulasi
tentang sarpras, TIK,

Pemerintah | >

Perumusan kebijakan strategis
Infrastruktur

Perangkat Daerah H

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG-01
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PUBLIK

Peningkatan Penyelenggaraan
Jalan

Peningkatan Penyelenggaraan
lalu lintas & angkutan jalan (LLAJ)

Peningkatan Penataan Ruang

Peningkatan Penataan Bangunan
Gedung

Peningkatan Pengelolaan
Sumber Daya Air (SDA)

Peningkatan Pengelolaan Aplikasi
Informatika

—>

1.

2.

- ourr

Akuntabilitas/ Laporan

Pemerintah J

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

Pengembangan teknologi
informasi

—>

Perangkat Daerah J

Sarana jalan dan jembatan
yang memadai

Sistem drainase yang
memadai



Menyiapkan data
kondisi infratstruktur
jalan dan jembatan

Menyusun bahan
kebijakan peningkatan

infrastruktur jalan dan
jembatan

Membahas bahan draft

kebijakan peningkatan

infrastruktur jalan dan
jembatan

Verifikasi

Melaksanakan kebijakan
peningkatan infrastruktur
jalan dan jembatan

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
peningkatan infrastrultur
jalan dan jembatan

Memfasilitasi penetapan regulasi
N

infrastruktur jalan dan jembatan




BLG.01.02.CFM.01 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten / kota

BAPPELITBANG

RENCANA KERJA/
USuLAN

KECAMATAN

DISHUB KABUPATEN

> Kajian Teknis —

KOORDINASI DAN

Verifikasi

SURVEY LAPANGAN
DISHUB
PROVINSI
1
BPTD
Pengadaan Teknis dan
UPPBJ-LPSE Pendataaan Asset
BUPATI Menerima laporan

pelaksanaan




BLG.01.02.CFM.02 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

SEKRETARIAT Penya'r)npaltan draft SK
DAERAH ey
Terminal
Tipe C
Bupati > Penetapan SK
YA
A
. N Pemenuhan Prasarana
Bapelitbang oK Terminal
Peningkatan Kapasitas
BKPPDSDMD SDM Pengelola Terminal
DINAS Melakukan Pengawasan
PERHUBUNGAN Terminal Tipe C
Menyampaikan Laporan
BPKPAD L Hasil Pengelolaan
Terminal Tipe C




DISHUB.01.02.CFM.03 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Menyampaikan Laporan
Hasil Pngelolaan Parkir

DINAS
Melakukan Survey dan

PENGELOLAAN =SSR
Koordinasi dan Singkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin

KEUANGAN & Penyelenggaraan dan
ASET DAERAH Pembangunan Fasilitas Parkir

Melakukan Kegiatan
Survey Lokasi Titik Pakir Monitoring
Pengawasan Seluruh
Lokasi Titik Parkir

KECAMATAN

PEMDES

Melakukan
Kajian Analisis
Penentuan

BAPPELITBANG
Tidak
ya

SEKRETARIAT
Pembuatan SK

DAERAH
Lokasi Titik
Parkir

BUPATI

Penerbitan SPT
Kepada Pengelola
Parkir

PENGELOLA
PARKIR




BLG.01.02.CFM.04 Pengujian Kendaraan Bermotor

Menerima dan meriksa Memeriksa
berkas pengajuan secara visual penerbitan tanda bukti membuat dan
pengujian berkala — teknis dan laik > lulus uji ——p  Mengesahkan laporan
Dinas kendaraan bermotor jalan dan bukti lulus uji yang keluar
Perhubungan validasi berkas YA
TIDAK

v

Menerima
Laporan

BPTD
WILL.XV




DISHUB.01.02.CFM.05 Pelaksanaan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota

Pemeritah Kabupaten
yang berbatasan

Koordinasi
Pelaksanaan
Manajemen

Rekayasa Lalu Lintas
di Perbatasan

Dinas
PUPRPERKIM

Koordinasi Pelaksanaan
Pemeliharaan Jalan
Kabupaten

Satlantas Polres
Balangan

A

Koordinasi Pelaksanaan
Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas

Koordinasi Pelaksanaan
Operasional Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas

Sekretariat
Daerah (Bupati
Balangan)

Penetapan Pelaksanaan
Manajemen Rekayasa Lalu
Lintas untuk jaringan
kabupaten / kota




BLG.01.02.CFM.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

survey dan
koorc:/inasi TDK verifikasi
berk
DPMPTSP rekomendasi penza;-"an
YA
A
BAPPEDA perencanaan
LITBANG Penyelenggaraan
5 Angkutan dan
BPKPAD Penetapan Wilayah
Angkutan
SETDA

BINAMARGA,DISHUB,KEPO
LISIAN,KONSULTAN

A 4

penilaian dokumen
andalalin (ekspose)

v
membuat laporan

DISHUB hasil penilaian/

pengesahan surat

rekom andalalin
BUPATI l

KEPALA DINAS

DISHUB PROV
DAN BPTD
WIL.XV

Menerima laporan




DISHUB.01.02.CFM.07 Audit & Inspeksi Kendaraan Bermotor

Audit Perlengkapan Jalan,
Verfikasi berkas dan
kelengkapan jalan,
pengujian kendaraan
bermotor dan terminal

Mengumpulkan dan
mempersiapkan Bahan audit
dan inspeksi Perlengkapan
Jalan, Pengujian Kendaraan
Bermotor dan terminal

terminal

N Rambu Keselamatan Jalan,

Dishub

Bermotor dan Pemeriksaan

TDK Kendaraan Angkutan Umum

Pengujian Kendaraan Bermotor dan
dan Inspeksi Kelengkapan Rambu-

Keselamatan Pengujian Kendaraan

BPTD WIL XV

v

Pengamatan &
Pemantauan




BLG.01.02.CFM.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota
survey dan
DPMPTSPTTK koordinasi
rekomendasi
Menyampaikan
Monitoring dan laporan
BAPPELITBANG Melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan
Melakukan kegiatan penyelenggaraan kinerja
perencanaan angkutan orang dalam \
Penyelenggaraan wilayah
Angkutan dan
BPKPAD Penetapan Wilayah
Angkutan

SEKRETARIAT

DAERAH

v
BUPATI
DISHUB Menerima
|
PROVINSI aporan

BPTD Wil.XV




BLG.01.03.CFM.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

PUPRPERKIM

Menyiapkan data
perencanaan dan
penetapan RTRW dan
RRTR

Asisten perekonomian
dan pembangunan

Menyusun bahan
kebijakan
perencanaan dan
penetapan RTRW

Bappeda

Membahas
bahan draft
kebijakan

——>{ perencanaan

Bagian Hukum

dan penetapan
RTRW dan
RRTR

DPUPR Prov

Kecamatan

Dinas Pertanahan dan
LH

Melaksanakan
kebijakan
perencanaan dan
penetapan RTRW

Memfasilitasi
penerapan regulasi
kebijakan perencanaan
dan penetapan RTRW

L

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan perencanaan
dan penetapan RTRW dan RRTR




BLG.01.03.CFM.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Menyiapkan data koordinasi

PUPRPERKIM dan sinkronisasi perencanaan ——
tata ruang
Asisten Menyusun bahan
perekonomian dan N kebijakan
b perencanaan tata
pembangunan ruang
Bappeda

—

Bagian Hukum

DPUPR Prov

Kecamatan

Dinas Pertanahan dan
LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
perencanaan
tata ruang

Melaksanakan kebijakan
perencanaan tata ruang

9

Memfasilitasi
penerapan regulasi
kebijakan
perencanaan tata
ruang

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan perencanaan
tata ruang




BLG.01.03.CFM.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Menyiapkan data koordinasi

PUPRPERKIM dan sinkronisasi pemanfaatan
ruang
Asisten Menyusun
. bahan kebijakan
perekonomian dan
pemanfaatan

pembangunan ruang

Bappeda

Bagian Hukum

L

DPUPR Prov

Kecamatan

Dinas Pertanahan
dan LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
pemanfaatan
ruang

Melaksanakan kebijakan
pemanfaatan ruang

9

Memfasilitasi
penerapan regulasi
kebijakan
pemanfaatan ruang

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan
pemanfaatan ruang




BLG.01.03.CFM.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Menyiapkan data koordinasi

PUPRPERKIM dan sinkronisasi pengendalian ——
pemanfaatan ruang
Asisten Menyusun bahan
perekonomian dan —>{ kebijakan pengendalian
pembangunan pemanfaatan ruang
Bappeda

Bagian Hukum

DPUPR Prov

Kecamatan

Dinas Pertanahan
dan LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Melaksanakan kebijakan
pengendalian
pemanfaatan ruang

Memfasilitasi
penerapan regulasi
kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang




Dinas Pertanahan dan

PUPRPERKIM

Menyiapkan data kondisi

BLG.01.04.CFM.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

sarana dan prasarana
jaringan SDA

dan pembangunan

Asisten perekonomian

Menyusun bahan
kebijakan peningkatan
sarana dan prasarana

jaringan SDA

Bappeda

Bagian Hukum

—

DPUPR Prov

PDAM

Kecamatan

LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
peningkatan
sarana dan
prasarana
jaringan SDA

9

Melaksanakan kebijakan
peningkatan sarana dan
prasarana jaringan SDA

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
peningkatan sarana dan
prasarana jaringan SDA

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan
peningkatan sarana dan
prasarana jaringan SDA




PUPRPERKIM

Menyiapkan data

BLG.01.04.CFM.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

perencanaan dan
pengelolaan Sistem Irigasi

Asisten

perekonomian dan

Menyusun bahan
kebijakan

—>  perencanaan dan
pembangunan pengelolaan Sistem
Irigasi
Bappeda

Bagian Hukum

DPUPR Prov

PDAM

Kecamatan

Dinas Pertanahan

dan LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
perencanaan
dan
pengelolaan
Sistem Irigasi

Melaksanakan kebijakan

perencanaan dan

pengelolaan Sistem Irigasi

%

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
perencanaan dan

pengelolaan Sistem Irigasi

Memfasilitasi penetapan

regulasi kebijakan
perencanaan dan

pengelolaan Sistem Irigasi




BLG.01.05.CFM.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Menyiapkan data
perencanaan dan
PUPRPERKIM penyelenggaraan bangunan
gedung
Menyusun bahan
kebijakan perencanaan
. dan penyelenggaraan
Asisten bangunan gedung
perekonomian dan
pembangunan
Bappeda Membahas
bahan draft
—> kebijakan
perencanaan
dan

Bagian Hukum

penyelenggara
an bangunan
gedung

DPUPR Prov

PTSP dan Nakertrans

Badan Pertanahan
Nasional

Kecamatan

Dinas Pertanahan
dan LH

Melaksanakan kebijakan
perencanaan dan
penyelenggaraan
bangunan gedung

Memfasilitasi penerapan

regulasi kebijakan
perencanaan dan
penyelenggaraan
bangunan gedung

Memfasilitasi
penetapan regulasi
kebijakan
perencanaan dan
penyelenggaraan
bangunan gedung




BLG.01.06.CFM.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian

Membentuk portal dan
situs web

SKPD Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Balangan

Koordinasi
Perpanjangan,
penonaktifan
dan perubaha nama
domain

Verifikasi

Melakukan pembinaan

terhadap Portal dan situs

> web OPD serta Pelatihan

penggunaan domain dan
sub domain

Pelaporan

Kementerian
Kominfo

Dinas
Komunikasi,
Informatika,

Provinsi

Menerima laporan




BLG.01.07.CFM.02 Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Menyusun i
perencanaan E- Memastikan internet
Dinas Komunikasi, Government di dan intranet
Informatika, Statistik dan Lingkup ] —> OPD/Kecamatan/Desa
Persandian Pemerintah terpusat melalui
Kabupaten Dinas Kominfo
Balangan

YA

Melaksanakan proses
SKPD Lingkup Pemerintah Menganalisa kebutuhan pengadaan perangkat
Kabupaten Balangan > dalam pengelolaan E- infrastrukturg
Goverment pengelolaan E- Tidak
Government di SKPD
dan Desa
Kecamatan
Desa

Pemantauan jaringan internet
dan intranet dengan NMS
(Network Monitoring System)




PETA RELASI BLG-01 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

01. Peningkatan
Penyelenggaraan Jalan

02. Peningkatan
Penyelenggaraan lalu lintas

03. Peningkatan Penataan Ruang

1) PUPRPERKIM

2) Asisten perekonomian dan
pembangunan Setda

3) Pemerintah Kecamatan

4) UPPBJ-LPSE

1) Dishub

2) Bappedalitbang

2) Pemerintah Kecamatan

3) UPPBJ-LPSE

4) Bag. Hukum Setda

5) BKPSDM

6) BPKPAD

7) BPTD Wil XV

8) Unit PKB

9) Pemerintah Kabupaten yang
berbatasan

10) Satlantas Polres Balangan

11) DPMPTSPTTK

1) PUPRPERKIM

2) Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda

3) Bappedalitbang

4) Bag. Hukum Setda

5) Pemerintah Kecamatan

6) Dinas LH & Pertanahan

04. Peningkatan Pengelolaan
Sumber Daya Air (SDA)

05. Peningkatan Penataan
Bangunan Gedung

06. Peningkatan Pengelolaan
Aplikasi Informatika

1) PUPRPERKIM

2) Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Setda

3) Bappedalitbang

4) Bag. Hukum Setda

5) PDAM

6) Pemerintah Kecamatan

7) Dinas LH & Pertanahan

1) PUPRPERKIM

2) Asisten perekonomian dan
pembangunan Setda

3) Bappedalitbang

4) Bag. Hukum Setda

5) DPMPTSP

6) Pemerintah Kecamatan

7) Dinas LH & Pertanahan

8) Badan Pertanahan Nasional

1) Diskominfosan

2) SKPD

3) Lembaga

4) Pemerintah Kecamatan dan Desa




omeur

Kebijakan/regulasi
tentang Pemukiman,

Pemerintah

\ 4

Perumusan kebijakan
strategis Infrastruktur

Perangkat Daerah J__>

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG-02

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Peningkatan Pengelolaan dan
Pengembangan system Penyediaan Air
Minum

Peningkatan Pengelolaan dan

pengembangan system Air limbah

Peningkatan Kawasan
Pemukiman Kumuh

Peningkatan Prasarana, sarana

Utilitas Umum (PSU)

Peningkatan Pengelolaan
Persampahan

- ourr

Akuntabilitas/ Laporan

Pemerintah J

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

Pengembangan teknologi
informasi

Perangkat Daerah J

Sarana Perumahan yang
memadai

Sistem drainase yang
memadai

Sarana dan Prasarana
Utilitas Umum Yg baik



BLG.02.01.CFM.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

PUPRPERKIM

Menyiapkan data kondisi
sistem penyediaan air minum

Menyusun bahan
kebijakan

Asisten perekonomian
dan pembangunan

peningkatan
sistem
penyediaan air
minum

Bappeda

Bagian Hukum

DPUPR Prov

PDAM

Kecamatan

Dinas Pertanahan dan
LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
peningkatan
sistem
penyediaan air
minum

Memfasilitasi
penerapan
regulasi
kebijakan
peningkatan
sistem
penyediaan air
minum

Melaksanakan kebijakan
peningkatan sistem
penyediaan air minum

]

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan
peningkatan sistem
penyediaan air minum




PUPRPERKIM

Menyiapkan data kondisi

BLG.02.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

sistem air limbah domestik

Menyusun
bahan

Asisten perekonomian
dan pembangunan

kebijakan
|9 peningkatan
sistem sistem

air limbah
domestik

Bappeda

—

Bagian Hukum

DPUPR Prov

PDAM

Kecamatan

Dinas Pertanahan dan LH

Membahas
bahan draft
kebijakan
peningkatan
sistem sistem
air limbah
domestik

Melaksanakan kebijakan
peningkatan sistem air
limbah domestik
Memfasilitasi
penerapan regulasi

kebijakan

peningkatan sistem
air limbah
domestik

Memfasilitasi
penetapan regulasi
kebijakan
peningkatan sistem
air limbah domestik




BLG.02.03.CFM.01 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Menyiapkan data

PUPRPERKIM Sy e lokasi kawasan Menyusun
kumuh Bl
kebijakan
A penanganan
Asisten kawasan
perekonomian dan kumuh
pembangunan
Bappeda

Bagian Hukum

DPRKP

Kecamatan

Kelurahan

Kades

—

Melaksanakan kebijakan
penanganan kawasan
kumuh

——>  Monitoring dan evaluasi

Membahas bahan
draft kebijakan
penanganan
kawasan kumuh

Pembuatan SK
lokasi kumuh




BLG.02.04.CFM.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

PUPRPERKIM

Survey lokasi

Menyiapkan
——> datatentang
PSU

Asisten perekonomian
dan pembangunan

Menyusun bahan
kebijakan
penyelenggaraan
PSU perumahan

Bappeda

L)

Bagian Hukum

DPRKP

Kecamatan

Kelurahan

Kades

Memfasilitasi
penerapan regulasi

Membahas bahan

= kebijakan
penyelenggaraan
PSU perumahan

Melaksanakan
kebijakan
penyelenggaraan
PSU perumahan

draft kebijakan

penyelenggaraan

PSU perumahan o
Memfasilitasi penetapan

regulasi kebijakan
penyelenggaraan PSU
perumahan




BLG.02.01.CFM.06 Pengelolaan Sampah

Dinas Pertanahan dan
LH

Mengoperasian Sosialisasi
—> angkutan _—_—» penanganan

Menangani

sampah

sampah persampahan

UPT TPA




PETA RELASI (BLG-02) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

01. Peningkatan Pengelolaan dan
Pengembangan system
Penyediaan Air Minum

02. Peningkatan Pengelolaan dan
pengembangan system Air limbah

03. Peningkatan Kawasan Pemukiman

1) PUPRPerkim

2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
3) Bappedalitbang

4) Bagi. Hukum Setda

5) PDAM

6) Pemerintah Kecamatan

7) Dinas LH & Pertanahan

1) PUPRPerkim

2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
3) Bappedalitbang

4) Bagi. Hukum Setda

5) PDAM

6) Pemerintah Kecamatan

7) Dinas LH & Pertanahan

1) PUPRPerkim

2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
3) Bappedalitbang

4) Bag. Hukum Setda

5) Pemerintah Kecamatan & Kelurahan

04. Peningkatan Prasarana, sarana
Utilitas Umum (PSU)

Persampahan

05. Peningkatan Pengelolaan

1) PUPRPerkim

2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
3) Bappedalitbang

4) Bag. Hukum Setda

5) Pemerintah Kecamatan & Kelurahan

2) UPT TPA

1) Dinas LH dan Pertanahan




L

Kebijakan/regulasi tentang
Lingkungan Hidup

Pemerintah ’—>

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

Perangkat Daerah J.—->

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG- 03

PENINGKATAN INDEKS KUALITAS AIR UDARA DAN LAHAN

Peningkatan Perencanaan
Lingkungan hidup

Peningkatan Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan
lingkungan hidup

Peningkatan Pengelolaan
Keaneka Ragaman hayati
(kehati)

Peningkatan Pengendalian bahan
Berbahaya dan befracun (B-3)

dan limbah bahan

Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
terhadap ljin Lingkungan dan Izin
perlindungan serta Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH)

—>

—>

- ourur

Akuntabilitas/ Laporan

Pemerintah J

Perumusan kebijakan
strategis lingkungan hidup

Pengembangan teknologi
informasi

Perangkat Daerah J

1.

2.

Lingkungan hidup yang
memadai

Sistem Perngelolaan limbah
yang memadai



BLG.03.01.CFM.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN

PUPRPERKIM

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP & PERTANAHAN

Pengajuan surat
permohonan
pembuatan

dokumen Rencana
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH)

[ L

MENYUSUN BAHAN
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

BAPPEDALITBANG

MEMBAHAS BAHAN
DRAF KEBIJAKAN
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN

MENYUSUN BAHAN
PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN

BUPATI BALANGAN

\ 4

Menerima
dokumen final




BLG.03.01.CFM.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Bappeda

Dinas Pertanahan
dan LH

Dinas PUPRPerkim

Pengajuan
surat
permohonan
pembuatan
dokumen
KLHS tata
ruang

Verifikasi
Surat

Melaksanakan
peninjauan lapangan

Membuat dan
mengkoreksi
draft SK
Dokumen

Bupati

Menyampaikan
dokumen final




BLG.03.02.CFM.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota

Dinas Pertanahan dan
LH

UPT Laboratorium

Mengambil
Mengidentifikasi sampel
lokasi titik —> pemantauan —P
pantau | kualitas air udara
dan tanah.

Melaksanakan

laporan hasil

Menganalisa

tidak

Bupati

Menerima
laporan hasil
pengujian




BLG.03.02.CFM.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

DINAS PERTANAHAN
DAN
LINGKUNGAN HIDUP

Kecamatan

Mengidentifikasi
lokasi pemulihan
pencemaran

S

Mengambil sampel
pemantauan kualitas air
udara dan tanah
pemulihan pencemaran

PEMULIHAN

PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN Melakukan pembinaan
LINGKUNGAN HIDUP pemulihan pencemaran

Pelaporan

Dinas Provinsi

Kementerian LHK

BUPATI

Menerima laporan




BLG.03.03.CFM.01 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA

Menginvetarisasi dan

Kelurahan melaporkan Fisik RTH > Verifikasi
yang kan dikelola
Survey &
pendataan/
> Pemeriksaan
lapangan kondisi
RTH. >
Dinas LH dan
Pertanahan
7y

Pelaksanaan Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati

Pelaporan

Dinas Provinsi

Kementerian LHK

BUPATI

Menerima laporan




BLG.03.04.CFM.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3

DPMPTSPTTK > Verifikasi » Menerima Rekomendasi
Surat
Menerima
surat
permohonan
izin
penyimpanan
sementara
SRS Verifikasi
Dinas Pertanahan dan St »  Menyampaikan laporan
LH
7'y
»  Koordinasi dan Survey
Kelurahan
A
Kecamatan

BUPATI

—

Menerima laporan




BLG.03.04.CFM.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

DPMPTSPTTK

PIHAK SWASTA

Mengajukan surat
permohonan izin

pengumpulan
Limbah B3

Penyampaian
DINAS PERTANAHAN DAN 0 suratOI .
P rekomendasi

LINGKUNGAN HIDUP teknis ke

Memverifikasi pemohon

A berkas dan Ya

Membuat

kelayakan ;
lapangan serta bgrlta acara
hasil temuan di

membahas

»1  lapangan dan
merumuskan
surat

Tdk




BLG.03.05.CFM.02 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan dan Izin PPLH

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Menetapkan Tim Mereko_men
Dinas Pertanahan dan Pengawasan dan | dasi
LH Tujuan Kegiatan Mengumpu Menganalisa apresiasi
Pengawasan. Melaksanakan kan data- t ksi
giat data hasil ketaatan S e
ridi
pengawasan dari giat yuridis
—> terhadap
dan pengawasa .
. berita acara
peninjauan n dan diat
lapangan peninjauan engawasan
Satpol pp lapangan peng ’
A 4
Menyampaikan
piagam
penghargaan atau
BUPATI sanksi administrasi

ke perusahaan/
pelaku usaha




PETA RELASI BLG-03 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

01. Peningkatan Perencanaan
Lingkungan hidup

02. Peningkatan Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan lingkungan hidup

03. Peningkatan Pengelolaan
Keaneka Ragaman hayati
(kehati)

1) Dinas LH dan Pertanahan
2) Dinas PUPRPerkim
3) Bappedalitbang

1) Dinas LH dan Pertanahan
2) UPT Laboratorium

1) Dinas LH dan Pertanahan
2) Pemerintah Kecamatan
3) Pemerintahan Kelurahan/Desa

04. Peningkatan Pengendalian
bahan Berbahaya dan beracun
(B-3) dan limbah bahan

05. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan
terhadap ljin Lingkungan dan lIzin
Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)

1) Dinas LH dan Pertanahan
2) DPMPTSP

1) Dinas LH dan Pertanahan
2) Satpol PP




Kebijakan/regulasi tentang
pertumbuhan ekonomi

Pemerintah

Permintaan informasi,
konsultasi, informasi publik

Perangkat Daerah

Permintaan informasi,
konsultasi dan layanan

e

—_—

BLG-04

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Pengelolaan Perikanan
Budidaya

Peningkatan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan Perikanan

Peningkatan Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Perikanan

Peningkatan Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana Pertanian

Peningkatan Pengendalian Dan
Penanggulangan Bencana Pertanian

Peningkatan Penyediaan Dan
Pengembangan Prasarana Pertanian

Peninek D, dali v
¥ F K

Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Penyuluhan Pertanian

Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha
Mikro (UMKM)

Peningkatan Pengendalian Izin
Usaha Industri

Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan

P, <umh

Ek i Untuk Kedaulatan Dan K
Pangan

Daya
dirian

Peningkatan Pendidikan Dan Latihan
Perkoperasian

Peningkatan Pengembangan UMKM

Peningkatan Perencanaan Dan
Pembangunan Industri

Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan

Peningkatan Perizinan Dan
Pendaftaran Perusahaan

Peningkatan Perizinan Dan
Pendaftaran Perusahaan

Peningkatan Pengembangan Ekspor

Peningkatan Daya Tarik Wisata

Peningkatan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan Pengembangan lklim
Penanaman Modal

Peningkatan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Peningkatan Pelayanan Penanaman
Modal

Peningkatan Pengelolaan Data Dan
Sistem Informasi P Modal

Akuntabilitas/Laporan

— Pemerintah

Perumusan kebijakan strategis
pertumbuhan ekonomi

Pengembangan teknologi informasi

<+—— Perangkat Daerah

Perikanan yang memadai
Pertanian yang memadai

3. Ketahanan pangan yang
memadai

4. Kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat
veteriner yang memadai

5. Koperasi yang memadai
Usaha Menengah, Usaha Kecil
dan Usaha Mikro (UMKM) yang
memadai

7. Perindustrian yang memadai

Perdagangan yang memadai

9. Perizinan dan pendaftaran
perusahaan yang memadai

10. Pariwisata yang memadai

11. Pengembangan dan
penanaman modal yang
memadai

o



BLG.04.01.CFM.01 Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil

Dinas ketahanan
pangan, pertanian
dan perikanan

Penyusunan Tim

TIDAK

Kenaikan Kelas
Kelompok

Penyampaian Draf

BAGIAN HUKUM SK Bupati
& | Penandatanganan
BUPATI BALANGAN SK Bupati
YA
. . ‘ ‘ Pembinaan
PENYULUH rekapitulasi had
PERIKANAN Penilaian etel
| | pokdakan
Melak-
verifikasi Koordinasi sanakan
KECAMATAN lokasi lintas Penilaian
kegiatan instansi Kelas
kelompok

KEPALA DESA

Monitoring

—— > dan evaluasi

POKDAKAN

Kegiatan

A4

Menyampaikan
Laporan

Dinas ketahanan
pangan, pertanian
dan perikanan




BLG.04.01.CFM.02 Pengelolaan Pembudidayaan lkan

Bappedalitbang

Desa

Melaksanakan

Melaksanakan

Perencanaan Melaksanakan o el
Dinas Ketahanan pengelolaan e Sosialisasi CPCL Verifikasi Penyaluran Pembinaan Monitoring )
P p ian d 2 q Skl CPCL Bantuan . . Menyampaikan
angan, Pertanian dan| | pembudidayaan Pengelolaan Penerima Sarana penerima dan evaluasi Laporan
Perikanan fkan RN Bantuan Budidaya Bantuan kinerja
Budidaya
YA
Kecamatan Tidak
Proses Kegiatan dan
UPPBJ Pengadaan Sarana

Budidaya lkan

Bupati Balangan

Dinas Perikanan
Provinsi

Kementerian
Pertanian

Menerima
Laporan




BLG.04.02.CFM.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota

Bappedalitbang

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan
Perikanan

Melakukan kegiatan
Perencanaan
Pengawasan Sumber
Daya Perikanan di
Wilayah
Sungai,Danau,Waduk
,Rawa dan Genangan
Air

Monitoring dan

BPP

evaluasi

kegiatan
Melaksanakan

Pembinaan
Pembudidaya
dan Penangkap

Ikan

Bagian Hukum Setda

Polres Balangan

Melaksanakan
Sosialisasi Kegiatan
Pengawasan
Sumber Daya
Perikanan di
Wilayah
Sungai,Danau,Wad
uk ,Rawa dan
Genangan Air

Bupati Balangan

Dinas Perikanan Prov.
Kalsel

Kementrian Kelautan dan
Perikanan

Menyampaikan
Laporan




BLG.04.03.CFM.01 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala

Mikro dan Kecil

Bappedalitbang

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Melakukan
Perencanaan
Kegiatan Lomba
Masak Serba
lkan dan
Pelatihan
Pengolahan
Hasil Perikanan

PKK

Desa

Melaksanakan
Koordinasi
Rencana
Sosialisasi
Lomba Masak
Serba lkan dan
Pelatihan
Pengolahan
Hasil Perikanan

Melakukan
Sosialisasi
Lomba Masak
Serba lkan

Pelaksanaan Kegiatan
Lomba Masak Serba
Ikan dan Pelatihan
Pengolahan Hasil
Perikanan

Menyampaikan
Laporan




Melakukan
Kegiatan
Perencanaan
Penyediaan dan
Penyaluran Alat-
alat Pengolahan
Hasil Perikanan

Melaksanakan
Sosialisasi

Penyusunan CPCL

Verifikasi

CPCL
Penerima
Bantuan

Tidak

YA

Sosialisasi Pemanfaatan
Bantuan Alat-alat
Pengolahan Hasil Perikanan

Melaksanakan Sosialisasi
Program Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan

Penyaluran Bantuan
Alat-alat
Pengolahan Hasil
Perikanan

—

Pembinaan dan
Pemantauan Kegiatan
Pengolahan/ Monev

L

Laporan

Proses Pengadaan Sarana
Prasarana Pengolahan
Hasil Perikanan

Menerima Laporan




BLG.04.04.CFM.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Monitoring
Bappeda dan evaluasi
Melakukan kinerja
kegiatan
Perencanaan
penyediaan
Desa dan
pengembanga
nsarana
pertanian
Penyaluran
i ifikasi Bantuan yan
Dinas Ketahanan Ver|f|kas-| CPCL dib hz g Menyampaikan
Pangan, Pertanian Penerima O Laporan
dan Perikanan Bantuan ke Kelompok
Melaksanakan Tani .
Sosialisasi Pembinaan
Penyusunan kepada
Melaksanakan CPCL penerima
Sosialisasi Tldak Bantuan
Program
BPP Pertanian
YA
Kecamatan
Proses
UPPBJ Pengadaan
Sarana
Pertanian
Bupati
Balangan

Kementerian
Pertanian

Menerima
Laporan




BLG.04.04.CFM.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Monitoring
Bappeda dan evaluasi
kinerja
Melakukan 3
kegiatan
Perencanaan
Desa pengelolaan ‘
Sumber Daya
Genetik (SDG) ‘
A \
A 4
Verifikasi v
Dinas Ketahanan CPCL Penyaluran
Pangan, Pertanian PEnaiiing EEIHE Y Menyampaikan
dan Perikanan BeriuER dibutuhkan ke Laporan
Kelompok Tani
Pembinaan
Melaksanakan 7Y kepada
Melakszlanakan PZcr)mSialsisar‘\sain Tidak ‘ penerima
Sosialisasi — yusu <
Kegiatan CPCL EEER
Pertanian
BPP
I YA
Kecamatan
A 4
Proses
UPPBJ Pengadaan
Sarana Pertanian
Bupati v
Balangan
Menerima
Kementerian Laporan
Pertanian




BLG.04.04.CFM.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Bappedalitbang

Desa

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Melakukan

Monitoring
dan evaluasi
kinerja

kegiatan
Perencanaan
penyediaan dan
pengembangan
sarana

perternakan

Melaksanakan

Pelaksanaan Menyampaikan
pelayanan ke Laporan
Kelompok Tani

Sosialisasi
BPP Program
perternakan
Kecamatan

Proses
Pengadaan

sl Sarana
peternakan

Bupati Balangan

Kementerian
Pertanian

Menerima
Laporan




BLG.04.04.CFM.04 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring
Bappedalitbang dan evaluasi
Melakukan Kinerja
kegiatan
Perencanaan
Desa penyediaan dan
pengembangan
sarana
peternakan
Menyampaikan
Di N 5 Ve;ifikas'i CPCL B:i:::rlwu;::g Laporan
inas Ketahanan Pangan, enerima )
Pertanian dan Perikanan Bantuan s;?:;:’h;;;akr: Pembinaan
Melaksanakan P kepada
Melaksanakan Sosialisasi YA penerima
Sosialisasi Penyusunan Bantuan
Program —_ CPCL
BPP perternakan
Kecamatan Tidak
UPPBJ Proses Pengadaan

Sarana peternakan

Bupati Balangan

Menerima

Kementerian
Pertanian

Laporan




BLG.04.05.CFM.01 Pembangunan Prasarana Pertanian

PUPR

BPN

Bappedalitbang

Sekretariat Daerah

Perencanaan
Pengadaan — T
Tanah BPP
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan
Desa Melaksanakan

Kecamatan

Tim Apresial Tanah

Polres Balangan

BPP

Kejaksaan Negeri

Sosialisasi

Survei
Lokasi

Penentuan
Perkiraan
Harga




BLG.04.05.CFM.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Monitoring
Bappedalitbang Melakukan danleva!uaS|
kegiatan kinerja
Perencanaan
enyediaan dan
Desa peny
pengembangan .
sarana Pekmblr:jaan
epada
peternakan
YA S l\‘/IeI!aks.asakan penerima Menyampaikan
o A oslalisasl Program Beeran
Dinas Ketahanan Verlﬂkas'l cPcL perternakan Bantuan P
Pangan, Pertanian IREEHIIE
dan P’erikanan Melaksanakan Bantuan
Sosialisasi Penyaluran
Penyusunan Bantuan yang
Melakukan cpeL dibutuhkan ke
IPERETTTEE Kelompok Tani
usulan/Proposal
BPP
Tidak
Kecamatan
Proses Pengadaan
UPPBJ

Sarana peternakan

Bupati Balangan

Kementerian
Pertanian

Menerima
Laporan




BLG.04.07.CFM.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Monitoring
dan evaluasi
kinerja

serta Vaksinasi

Bappeda Melakukan
kegiatan
Perencanaan
Pengendalian i
Desa Kesehatan
dan Mfmetakan
egiatan
Kesehatan Melgakukan
Masyarakat Koordinasi e )
Dinas Ketahanan Veteriner Pengobatan VenﬁkaSI- Penerima
Pangan, Pertanian Ternak Besar, Kegiatan
dan Perikanan Melakukan Koordinasi Ternak Kecil, ’\Kﬂc?ci?s?nkaas?
oy sravakono
Kecil, Ternak Unggas, Jembrana, Besar, Terna
" Vaksinasi ND dan

YA

Melaksanakan
Kegiatan Melakukan
Koordinasi Pengobatan
Ternak Besar, Ternak

—> Kecil, Ternak Unggas,

serta Vaksinasi
Jembrana, Vaksinasi
ND dan Vaksinasi
Rabies

PPembinaan kepada
Kelompok/Desa
Melakukan Koordinasi
Pengobatan Ternak
Besar, Ternak Kecil,
Ternak Unggas, serta
Vaksinasi Jembrana,
Vaksinasi ND dan
Vaksinasi Rabies

Menyampaikan
Laporan

Balangan

BPP Jembrana, Vaksinasi Weleist [felhes
S 7y .
ND de;r;k\)/izllzsmaa Tidak
Kecamatan
v
Bupati Menerima
Laporan




BLG.04.06.CFM.02 Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bappeda

Desa

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Melakukan
kegiatan
Perencanaan
Pengedalian

Monitoring
dan evaluasi
kinerja

Kesehatan
dan

Kesehatan
Masyarakat
Veteriner

Melakukan
Koordinasi Kegiatan
Pengolahan Hasil
Peternakan dan

Kegiatan Asuransi

Melaksanakan
CPCL Penerima
Kegiatan
Pengolahan
Hasil
Peternakan dan
Asuransi Usaha

YA

Verifikasi CPCL
Penerima
Bantuan

Pembinaan kepada
Kelompok Penerima
Kegiatan Pengolahan
Hasil Peternakan dan

Kegiatan AUTS

Melaksanakan
Kegiatan Pengolahan
Hasil Peternakan dan

Sosialisasi AUTS

Menyampaikan
Laporan

Usaha Ternak Sapi Tenak Sapi
AUTS .
BPP G Tidak
Kecamatan
Bupati Menerima
Balangan Lepetan




BLG.04.06.CFM.03 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Bappeda

Desa

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Melakukan
Perencanaan
kegiatan
Pendampingan
Unit
Kesejahteraan
Hewan

Monitoring
dan evaluasi
YA kinerja
A
- |
Pembinaan Menyampaikan
kepada Laporan
Memetakan Melaksanakan Kelompok /
kegiatan Verifikasi Penerima Kegiatan Desa Penerima
Penyuluhan Kegiatan Penyuluhan Penyuluhan Kegiatan
Komunikasi, Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, Penyuluhan
Melakukan Informasi dan Edukasi (KIE) penyakit Informasi dan Kegiatan
Koordinasi Edukasi (KIE) hewan menular Edukasi (KIE) Komunikasi,
Kegiatan penyakit hewan penyakit hewan Informasi dan
Penyuluhan menular menular Edukasi (KIE)
Komunikasi, penyakit hewan

Informasi dan
Edukasi (KIE)
penyakit hewan

menular

menular
BPP T Tidak
Kecamatan
Bupati Menerima
Laporan

Balangan




BLG.04.07.CFM.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Mela.kukan Monitoring
Bappeda kegiatan dan evaluasi
Perencanaan Kinerja
Pengendalian
dan
Penanggulangan Penyaluran
Bencana Bantuan yang Menyampaikan
Pertanian dibutuhkan ke Laporan
Dinas Ketahanan Verifikasi CPCL Kelompok Tani
Pangan, Pfartanian Penerima Pembinaan
dan Perikanan Melaksanakan Melaksanakan Bantuan P
Sosialisasi Sosialisasi :
Program Penyusunan pBener'ma
Pertanian CPCL antuan
YA
BPP .
Tidak
Proses
Pengadaan
UPPBJ Sarana
Pertanian
Bupati
Balangan

Kementerian
Pertanian

Menerima
Laporan




BLG.04.08.CFM.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Desa

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

BPP

Kelompok Tani

UPPB

Proses
Komunikasi
Persuasif

Proses
Pemberdayaan
Kelompok Tani

Proses
Pertukaran
Informasi
timbal balik

Perbaikan
kelembagaan
pertanian

Perbaikan
Kehidupan
Masyarakat

Perbaikan

Usaha dan

lingkungan
hidup




BLG.04.09.CFM.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

YA Proses Monitoring d
Dinas Ketahanan Pengadaan oni orlng. an Menyampaikan
Pangan, Pertanian Sarana Penyaluran Pembinaan eva.luaSI Laporan Menerima Laporan
dan Perikanan Melaksanakan Verifikasi CPCL Pertanian Bantuan yang kepada kegiatan
Sosialisasi Penerima dibutuhkan ke penerima
Melaksanakan Kegiatan Bantuan Kelompok Tani Bantuan
kegiatan Penyedia | Penyedia T 1
BPP Infrastruktur dan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung Seluruh
Kemandirian Pangan Pendukung
Kemandirian
Kecamatan Pangan Tidak

Desa




BLG.04.10.CFM.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan

dan Harga Pangan

Bappedalitbang

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Melakukan kegiatan Perencanaan
kegiatan Penyediaan dan
Penyaluran Pangan Pokok atau
Pangan Lainnya

Dinas Kesehatan

PKK

Dinas Perdagangan

Menyampaiakan Laporan Hasil
Kegiatan

Menerima Laporan

Melaksanakan Sosialisasi

Kegiatan
g Melakukan kegiatan (Lomba,

Rapat, Pertemuan dan

Koordinasi)

Dinas Perhubungan




BLG.04.10.CFM.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Bappedalitbang

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Melakukan kegiatan
Perencanaan Pengelolaan dan

Keseimbangan Cadangan
Pangan Kabupaten/Kota

Proses Pengadaan
Cadangan Pangan
Pemerintah

BULOG

Melakukan Identifikasi
dan Verifikasi bencana
Pengadaan Cadangan

Pangan Pemerintah
Selesai

Menyampaikan Laporan
Hasil Kegiatan

Menerima Laporan




BLG.04.10.CFM.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi

Dinas Perdagangan

Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan

Melakukan kegiatan
Perencanaan Pencapaian
Penentuan Harga
Minimum Daerah Untuk —— EE—

Pangan Lokal

Melakukan kegiatan Melakukan kegiatan Rapat
(Sosialisasi dan Koordinasi) Koordinasi Menyampaikan Laporan Menerima Laporan

Tim Satgas Pangan




BLG.04.10.CFM.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Bapeddalitbang

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Dinas Kesehatan

Melakukan kegiatan
Perencanaan
Pelaksanaan

Pencapaian Target

Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun
sesuai dengan Angka
Kecukupan Gizi

Proses Pengadaan
Barang diserahkan
ke Masyarakat

Dinas Perdagangan

Badan Pusat
Statistika

BPP

PKK

Melakukan
kegiatan (Rapat,
Sosialisasi dan
Koordinasi)

Penyerahan Barang
Pengadaan
Penghargaan

Menyampaikan
Laporan

Menerima Laporan

Desa

Melakukan
Kegiatan Lomba




BLG.04.11.CFM.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Bapeddalitbang

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Melakukan
kegiatan
perencanaan
dan menyusun
Petunjuk Teknis
Pelaksanaan
Penanganan
Keamanan
Pangan Segar

Dinas Kesehatan

Dinas Perdagangan,
perindustrian dan
koperasi

Melaksanakan
sosialisasi dan
pembinaan
keamanan pangan
segar

Melakukan uji
keamanan
pangan segar
dengan rapit tes
kit dan uji
konfirmasi di
laboratorium

Melakukan
pengawasan
keamanan pangan
segar pengambilan
sampel dan pengujian
keamanan pangan
segar secara kualitatif
dan kuantitatif

Melakukan
survey dan
analisis pasar

Melaporkan
hasil
pengujian
laboratorium
keamanan
pangan segar

Analisis
Situasi
Keamanan
Pangan segar

Promosi
Keamanan
Pangan Segar




BLG.04.12.CFM.01 Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil

Penjaringan
calon
DESA penerima
sarana
usaha
Proses
Pengadaan
UPPBJ Sarana
Pengembangan
Usaha UMKM
Dinas Koperasi, MeIaqunakgn Penyaluran
Usaha Kecil dan sosialisasi TIDAK Verifikasi dan YA Bantuan
Menengah [T penetapan cona
X = b pengembangan calon penerima pa a
Perindustrian dan usaha bagi sarana usaha UMKM
Perdagangan Merencanakan UMKM terseleksi
penyediaan dan

pengembangan Monitoring

sarana usaha .

bagi UMKM dan evaluasi

kinerja
BAPPEDA LITBANG

BUPATI

Menyampaikan
laporan




BLG.04.13.CFM.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Balai Diklat
Koperasi dan
UKM

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan

Menengah,
Perindustrian
dan
Perdagangan

Menentukan
jenis
kebutuhan
pendidikan
dan latihan
perkoperasian
yang akan
dilaksanakan

Menetapkan
waktu
pelaksanaan
pendidikan
dan latihan
perkoperasian

Mengkoordinasikan
rencana pelaksanaan
pendidikan dan
latihan
perkoperasian

Pendataan
calon peserta
pendidikan
dan latihan
perkoperasian

Menyampaika
n undangan
pendidikan
dan latihan

perkoperasian

Melaksanakan
pendidikan dan
latihan
perkoperasian

Membuat
Laporan Hasil
Pelaksanaan

pendidikan
dan latihan
perkoperasian

Bappeda

Menyampaikan
Laporan Hasil
Pelaksanaan
pendidikan dan
latihan
perkoperasian




BLG.04.14.CFM.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan

Bank/Lembaga Keuangan

Retail Modern Menijalin
kemitraan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah,
Perindustrian dan

Perdagangan Pendataan

Usaha Mikro

Desa

DPMPTSP NAKERTRANS

DINAS KESEHATAN

BPOM
MUl Pendampingan
Pengurusan
Perizinan
Memfasilitasi
Dinas Koperasi dan UKM Bantuan
Provinsi Permodalan dari
Pemerintah




BLG.04.15.CFM.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

: Melakukan
Bappedalitbang kegiatan -
Perencanaan Monitoring
program dan _
Dinas Koperasi perencanaan evaluasi
Usaha Kecil dan 2Bl Melaksanakan kinerja
Menenaah pembangunan pelatihan
Perindustr?an ’dan industr
Perdagangan
Melaksanakan
persiapan-
persiapan
Kecamatan pelatihan

Bupati Balangan

Menyampaikan
Laporan




BLG.04.06.CFM.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (JUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri

Nasional (SlINas)

YA

Bappedalitbang
Melakukan 1
kegiatan Monitoring
Perencanaan dan
. ) ! Penyerahan | |
Dinas Koperasi, ; r .
Usaha Kecil dan Pf;,? ed'f:r']f” l Verifikasi Penetapan Pendampingan Sertifikat ‘ elll_am?Sl
Menengah Industri Data Usulan IKM Calon Pembuatan Halal Inerja
Perindustrian dan MemaET IKM':‘J;r;lnan Fasilitasi Manual Sistem
Perdagangan Data Usulan Jaminan Halal Jaminan Halal
IKM Jaminan
Melaksanakan
S Halal
Sosi
Perijinan
Desa/Kelurahan
t
[
Kecamatan TIDAK
YA
Pelaksanaan
Pengajuan Audit Iln<M
3 peserta
LPPOM MU Mangal Sistem Fasilitasi
Jaminan Halal Jaminan Halal
TIDAK
Menyampaikan
Bupati Laporan




BLG.04.17.CFM.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Bappeda

Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian
dan Perdagangan

UPT Pasar

Ya

Melakukan
Kegiatan
Perencanaan
Peningkatan
sarana Distribusi
Perdagangan Mengumpulkan
bahan dan data
hasil survei lokasi

Verifikasi bahan
dan data hasil
survei lokasi

Proses Melaksanakan
Kegiatan Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan

Monitoring dan
Evaluasi Kinerja

Tidak

Melaksanakan

Desa/Kelurahan

Peninjauan
Lokasi Pasar yang
akan di Perbaiki

Kecamatan

Bupati

Menyampaikan
Laporan




BLG.04.18.CFM.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Bappeda

Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian
dan Perdagangan

Melakukan Kegiatan
perencanaan
pemasaran dan
pengembangan
perdagangan

Dekranasda

>

Dinas
Perdagangan Prop.
Kal Sel

Melaksanakan
koordinasi dan kerja
sama dengan
satuan/unit kerja dan
instansi terkait

A —]

Verifikasi
bahan
dan data

Melakukan
penyusunan petunjuk
=P teknis pemasaran dan
pengembangan
perdagangan

Melaksanakan
Pameran

Pelaku Usaha

Event Organizer

>

Monitoring dan
Evaluasi Kinerja

Bupati

v

Menyampaikan
Laporan




BLG.04.19.CFM.01 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Pasar kabupaten/Kota

Bappedalitbang

Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan

Melakukan kegiatan
Perencanaan
program Stabilisasi
Harga Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

Kecamatan

Melaksanakan
persiapan-
persiapan

kegiatan
Monitoring Harga

Melaksanakan
Kegiatan Monitoring
Harga

Monitoring dan
evaluasi
kinerja

Bupati

Mnyusun Laporan




BLG.04.12.CFM.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Melaksanakan

Bappedalitbang Melakukan
kegiatan va Monitoring dan
Perencanaan evaluasi kinerja
Perizinan dan
Pendaftaran i
Perusahaan Menerima
Berkas
Permohonan Verifikasi Penerbitan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perizinan dan Pefrﬁg':%sn an Rekomendasi
Menengah, Perindustrian dan Pendaftaran Berinem GET Perizinan dan
Perdagangan Perusahaan Pendaftaran Pendaftaran
Perusahaan
Tidak Menyampaikan
Bupati

Laporan




BLG.04.21.CFM.01 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota

Desa

Pokdarwis

Dinas Kepemudaan, Olah
raga dan Pariwisata

Melakukan
survey ke
semua lokasi
objek wisata

Pembangunan &
Pemeliharaan Sarana dan

Melakukan Prasarana dalam
perencanaan Pengelolaan Destinasi
PUPR | pengelolaan Pariwisata
objek wisata
dan sarana
prasarananya
Bumdes
A 4
Proses Pengadaan
UPPBJ Sarana
A 4
Pemberdayaan
N Masyarakat dalam
okdarwis

Pengelolaan Destinasi
Pariwisata




BLG.04.22.CFM.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Wisata,Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota

Dinas Kepemudaan,
Olah raga dan
Pariwisata

Menyusun
perencanaan
kegiatan pemasaran
pariwisata seperti
even pameran dan
promosi lainnya

o

Diskominfo

Media elektronik,
media sosial

Penyediaan data
dan penyebaran
informasi
Pariwisata
Kab/Kota baik
dalam dan luar
negeri

Dinas Koperasi
Perindustrian dan
UMKM

Masyarakat Adat

Promosi pariwisata

dengan mengikuti even-

even pameran

Pihak Swasta

A 4

Kerjasama
dan Kemitraan

Bupati

Pelaporan




BLG.04.23.CFM.01

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Dinas Kepemudaan,
Olah raga dan
Pariwisata

Dinas Koperasi
Perindustrian dan

Memveriikasi
data peserta dan
nara sumber

pelatihan
han
Menyusun
perencanaan
kegiatan

pelatihan SDM
Kepariwisataan

YA

Permohonan kepada
nara sumber dan
mengundang
peserta

A

A

Persiapan
pelaksanaan
pelatihan

dan pelaku
ekonomi kreatif

UMKM
4 Tidak
| \ 4
Persetujuan kepala
Bupatii/Wakil Dinas dan
Bupati melaporkan ke

Bupati/Wakil Bupati

SDM Pariwisata
atau pelaku
ekonomi kreatif

Pelaksanaan
pelatihan dibuka
Bupati/Wakil




BLG.04.24.CFM.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Transmigrasi dan

Tenaga Kerja

Mengumpulkan bahan
penyusunan Perbup
tentang Pemberian

Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal di

Daerah

Penyusunan Draft/
Naskah Awal Perbup

Setda ( Bagian hukum &
Asisten Setda kab.
Balangan

Mengajukan
berkas draft
Perbup ke Bagian
Hukum Setda
Balangan

Peraturan Bupati
tentang Pemberian
Insentif dan
Kemudahan
Penanaman Modal
di Daerah

Memproses
Draft Perbup

TDK

Bupati Kab. Balangan




BLG.04.25.CFM.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

DPMPTSPTTK

Mengumpulkan
bahan pengawasan,
pembinaan dan
pemantauan

|

'Melaksanakan
rapat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan

pembentukan
tim pelaksanaan
penanaman
modal

Bappedalitbang

Melaksanakan
pengawasan,
pembinaan dan
pemantauan
penanaman modal

A

Menerima
Melakukan
koordinasi dengan

> pihak ketiga untuk —

penyusunan buku
perkembangan
penanaman modal

>

Melakukan analisa data
perkembangan
penanaman modal

A

Menyusun laporan
final buku
perkembangan
penanaman modal

A

DPMPTSP Prov. Kalsel & BKPM

Tidak

Melakukan
verifikasi dan
validasi data

perkembangan
penanaman
modal

YA

Bupati, DPMPTSP Prov, BKPM

A 4

Menyusun
laporan final
buku
perkembangan
penanaman




BLG.04.26.CFM.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/

Kota

Penyampaian
laporan final hasil
evaluasi
Pelaksanaan
evaluasi perizinan

A

Bupati
Melakukan
Koordinasi dan
Setda Melaksanakan
Rapat Tim
. Pembina dan Tim Melakukan
SKPD Teknis Teknis . koordinasi persiapan
— Pelaksanaan
evaluasi perizinan
\ 4
Mempersiapkan
Data dan Ba?han Menyiapkan bahan
evaluasi Quesioner Survey
Pelaksanaan Rapat IKM dan
DPMPTSPTTK Tim dan SK Tim Menyiapkan SK
Kegiatan Pembentukan Unit
Pembinaan LI
! Pengaduan
Pengawasan dan
Evaluasi

Melakukan Survey
IKM dan
—> Penanganan
pengaduan
masyarakat

L

Expose IKM dan
Laporan
Pengaduan

Bupati




BLG.04.27.CFM.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota
Mengumpulkan Menyusun laporan
data dan bahan —l pelaksanaan
NSPK yang sosiaisasi NSPK
DPMPTSPTTK berkaitan dengan aturan perizinan

sistem pengelolaan
dan informasi
perizinan dan non
perizinan

Kecamatan di Kab. Balangan

Setda (Bagian Organisasi dan
Tatalaksana)

SKPD Teknis

Melaksanakan
rapat
pembentukan
tim
pelaksanaan
sosialisasi yang
berkaitan
dengan aturan
perizinan

Melaksanakan

Sosialisasi ke
masyarakat

tentang NSPK
periizinan

dan non perizinan

f

Bupati Kab. Balangan

Menerima laporan
kegiatan




PETA RELASI BLG-04 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

01. Peningkatan Pengelolaan Perikanan
Budidaya

02. Peningkatan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan Perikanan

03. Peningkatan Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Perikanan

1) DKPPP

2) Bag. Hukum Setda

3) Pemerintah Kecamatan dan Desa
4) Pokdakan

1) DKPPP

2) Bapeedalitbang
3) BPP

4) Bag. Hukum Setda

1) DKPPP

2) Bappedalitbang

3) PKK

4) Pemerintahan Desa

5) UPT Balai Benih lkan Lokal

04. Peningkatan Penyediaan Dan
Pengembangan Sarana Pertanian

05. Peningkatan Penyediaan Dan
Pengembangan Prasarana Pertanian

06. Peningkatan Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

1) DKPPP

2) BPP

3) Pemerintah Kecamatan
4) UPPBJ-LPSE

5) Bappedalitbang

6) Pemerintahan Desa

1) DKPPP

2) Setda

3) PUPRPerkim

4) Bappedalitbang

5) UPPBJ

6) Pemerintan Kecamatan dan Desa
7) Polres Balangan

8) BPP

9) Kejaksaan Negeri

10) Tim Apresial Tanah

1) DKPPP

2) Bappedalitbang

3) Pemerintah Kecamatan dan Desa
4) BPP




07. Peningkatan Pengendalian Dan
Penanggulangan Bencana Pertanian

08. Peningkatan Penyuluhan Pertanian

09. Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan
Dan Kemandirian Pangan

1) DKPPP

2) Bappedalitbang
3) BPP

4) UPPBJ

1) DKPPP

2) UPBBJ

3) Kelompok Tani
4) BPP

1) DKPPP
2) BPP
3) Pemerintah Kecamatan dan Desa

10. Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

11. Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan

12. Peningkatan Pengembangan UMKM

1) DKPPP

2) Bappedalitbang

3) BPP

4) DinkesPPKB

5) PKK

6) Dinas Koperasi, UMK & Perdagangan
7) Dishub

8) BPS

9) Pemerintah Desa

1) DKPPP

2) Bappedalitbang

3) DinkesPPKB

4) Dinas Koperasi, UMK & Perdagangan

1) Dinas Koperasi, UMK & Perdagangan
2) Pemerintah Desa

3) UPPBJ

4) Bappedalitbang




13. Peningkatan Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian

14. Peningkatan Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha
Mikro (UMKM)

15. Peningkatan Perencanaan Dan
Pembangunan Industri

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) Balai Diklat Koperasi & UKM

3) Bappedalitbang

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) DPMPTSP

3) DinkesPPKB

4)Pemerintahan Desa

5) BPOM

6) MUI

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan
2)Bappedalitbang

16. Peningkatan Pengendalian lIzin
Usaha Industri

17. Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan

18. Peningkatan Pengembangan
Ekspor

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) Bappedalitbang

3) Pemerintah Kecamatan

4) LPPOM MUI

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) Bappedalitbang

3) UPT Pasar

4) Pemerintah Desa

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) Bappedalitbang

3) Deskranasda




19. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok & Barang Penting

20. Peningkatan Perizinan Dan
Pendaftaran Perusahaan

21. Peningkatan Daya Tarik Wisata

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) Bappedalitbang

3) Pemerintah Kecamatan

1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian &
Perdagangan

2) Bappedalitbang

3) PUPRPerkim

4) Dinas LH & Pertanahan

5) Pemerintah Kecamatan

6) BPKPAD

7) DPMPTSP

1) Disporapar
2) Pemerintahan Kecamatan/Desa
3) DPUPRPerkim
4) UPPBJ
)

9}

22. Peningkatan Pemasaran Pariwisata

23. Peningkatan Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

24. Peningkatan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

1) Disporapar

2) Diskominfosan

3) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian &
Perdagangan

1) Disporapar
2) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian &
Perdagangan

1) DPMPTSP
2) Bag. Hukum dan Asisten Setda Balangan

25. Peningkatan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

26. Peningkatan Pelayanan Penanaman
Modal

27. Peningkatan Pengelolaan Data
Dan Sistem Informasi Penanaman
Modal

1) DPMPTSP

2) Bag. Organisasi Setda Balangan

3) Bappedalitbang

4) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian &
Perdagangan

1) DPMPTSP
2) SKPD Teknis
3) Pemerintah Kecamatan

1) DPMPTSP

2) Bag. Organisasi Setda Balangan
3) SKPD Teknis

4) Pemerintah Kecamatan




Kebijakan/regulasi tentang angka
pengangguran terbuka

Perumusan kebijakan strategis
Penanganan Pengangguran
terbuka

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG-05
Penurunan Angka Pengangguran Terbuka

Peningkatan Pelatihan
Kerja dan produktivitas
Tenaga Kerja

Peningkatan
Penempatan Tenaga
Kerja

Akuntabilitas/ Laporan

——{__pemernton_]
Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

Pengembangan teknologi
informasi

1. Masyarakat terlatih dan
produktif

2. Banyaknya masyarakat
yang bekerja



BLG.05.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

BLK
Merekap dan
Menyediakan Pelaksanakan
operasional pelayanan BLK ) m'lelaporkan
BLK yang bermutu Melaksanakan as;( s.urvey per
. : ejuruan
Dinas Penanaman - dlklat. J
Modal, Pelayanan database ks;ge_r;?npcllaarh Melakukan
i . | I survey
Terp?du S.atu Pintu, ketenagakerjaan kerja dan O
Transmigrasi dan Tenaga visletasralal kepada
Kerja / BLK pelatihan peserta diklat
kewirausahaan

Menerima

Bupati Laporan




BLG.05.01.CFM.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Merencanakan
dan
menyiapkan
data LPKS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalsel

Ketua Komite Akreditasi LPK Kalsel

Ketua Feded Kab. Balangan

Mengikuti diklat
keterampilan bagi
pencari kerja
dan

Melaksanakan
kegiatan BIMTEK

bagi LKPKS

Bupati

Laporan Kegiatan




BLG.05.01.CFM.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Dinas Koperasi & Perdagangan Kab.
Balangan

UMKM Kab. Balangan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Merencanakan dan
mengolah data

Kabupaten Tujuan

Menyiapkan Kegiatan
konsultasi Konsultasi/Workshop
produktivitaske  ——  dj Kabupaten Tujuan

Kabupaten lain

FEDED Kab. Balangan

Bupati

Menerima
Laporan Kegiatan




BLG.05.02.CFM.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Pencari Kerja

Menyebarkan

Informasi
Lowongan Kerja
_ Menyiapkan bahan,
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan data dan informasi

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan . . ]
. Pencari kerja dan
Tenaga Kerja

lowongan kerja

Memfasilitasi
~—» Pelayanan antar
kerja(AK.1)

Dinas Koperasi, UKM, Perindag

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalsel

Perusahaan

Menerima

B .
upati Laporan




BLG.05.02.CFM.02 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Menyiapkan bahan,
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan data dan informasi
Tenaga Kerja Lowongan Kerja
Memfasilitasi
Kegiatan bursa
Perusahaan kerja, pasar kerja
/ Job Fair
(mengikuti

Dinas Perdagangan pamaran job fair))

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalsel

Menerima

Laporan

Bupati




BLG.05.02.CFM.03 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Transmigrasi dan

Tenaga Kerja

Merencanakan
dan mengolah
data

Perusahaan/ Penyalur
TKI/LPKS

Kantor Imigrasi

Memfasilitasi
Memfasilitasi
pelayanan calon
pegawai imigran
Indonesia

Kecamatan

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalsel

Menitoring dan
evaluasi

Tidak

Memverifikasi
dokumen TKI

YA

Bupati

Menerima
Laporan







Kebijakan/Regulasi
tentang Pendidikan

Pemerintah m—

Perumusan Kebijakan Strategis
Pendidikan

[ Perangkat Daerah ]—>

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG-06

PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN

Peningkatan Pengelolaan
Pendidikan

Peningkatan Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan

Peningkatan Pengendalian
Perizinan Pendidikan

Akuntabilitas/ Laporan

— Pemerintah

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

Pengembangan teknologi
informasi

—_— [ Perangkat ]

1. Kualitas pendidikan dan
tenaga pendidik meningkat

2. Indeks Pendidikan
meningkat




BLG.06.01.CFM.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Mengumpulkan data
BOS berupa BKU

Sekolah — sekolah, rincian
realisasi, berkas SP3B,
Mensosialisasikan SPTJ, BPK, RPK, RKAS
petunjuk teknis ——
dan aturan BOS
A 4
Dinas M ima dat Mengevaluasi
Pendidikan enerima data YA - Membuat laporan Menyerahkan
serta merekon o —> o » proses pelaksanaan laporan proses
dan data BOS Memverifikasi memonitoring BOS lak BOS
realisasi data BOS Regisanaay
Kebudayaan I BOS dengan —
pengawasan
BPKPAD
BPKPAD .
Tidak
12
Melaksanakan ||
Inspektorat Pengawasan

Sekretariat
Daerah

Kementrian

Menerima laporan
proses pelaksanaan
BOS




BLG.01.CFM.02 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menyiapkan L
Satuan persyaratan Menl:veknﬂkam
idi permohonan izin erkas
Pendidikan operasional PAUD ‘ Permohornan
Mengumpulkan izin operasional
» berkas permohonan
izin operasional YA
D(;n;i Membuat laporan
Pendidikan Menetapkan pengelolaan
. q . —>
dan Tidak penerima BOP pendidikan anak usia bty el el
7y . .
Kebudavaan Menerbitkan dini
y surat
» rekomendasi dan
menerbitkan izin
DPMTSP operasional
NAKERTRANS
A4
Bupati Menerima laporan

Kementrian

pengelolaan
pendidikan anak
usia dini




BLG.06.01.CFM.03 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Menyiapkan
persyaratan
permohonan izin
Satuan operasional
Pendidikan PeREELET
nonformal/kesetara
an (lembaga atau Mengumpulkan
yayasan) > berkas permohonan
izin operasional
Dinas v e
- enerbitkan
Pendidikan Menyerahkan
; A embum e ..o
an [ rekomendasi ? operasional
Kebudayaan
Y
Memverifikasi Menerbitkan izin
DPMTSP SERES operasional
permohonan izin
NAKERTRANS operasional
Tidak
1]
. A4
Bupati

Kementrian

Menerima laporan
izin operasional




BLG.06.02.CFM.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Melakukan input data
PTK dan GTK ke aplikasi Mengumpulkan
Sekolah Dapodik dan melakukan > KGB dan pangkat
sinkronisasi
A
v
YA Membuat Menyerahkan
Memverifika Mencetak SKTP laporan | @
DISDIKBUD si data ! dan tanda terima > p — a'?o an
tunjangan tunjangan
Melanorkan d sertifikasi sertifikasi
. elaporkan dan
Tidak mengumpulkan
> SPM, Kwitansi
berserta berkas L y il
yang telah enerbitkan
BPKPAD SP2D
Mencairkan
Bank ~—>  tunjangan —
sertifikasi
v

Menerima

Menerbitkan info Laporan

Kementrian > GTK terkait tunjangan
sertifikasi I

sertifikasi




BLG.06.03.CFM.01 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Lembaga/Masyarakat

Lembaga/Masyarakat 8
Lembaga / mengajukan melengkapi berkas untuk Lembaga/Masyarakat
8 permohonan izin ber- —— mendapatkan surat menyerahkan surat Mengeluarkan surat
Masyara kat usaha (NIB) ke rekomenda}si‘ perizinan rekomendasi dan > izin pendidikan PAUD /
DPMPTSN pendidikan berkas ke DPMPTSP Pendidikan Nonformal
A
YA
Mengeluarkan Menverifikasi
—>  Nomor Izin Ber- Berkas
DPMPTSP Usaha (NIB) permohonan
perizinan
pendidikan
Dinas Tidak
1. Membuat surat Ida
Pendidikan .
d — rekomendasi
an

Kebudayaan

perizinan pendidikan







et

Kebijakan/regulasi tentang
Kesehatan

[ pemesingh T —>

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

_ mg

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG-07

PENINGKATAN INDEKS KESEHATAN

Peningkatan Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Manusia Kesehatan

Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman

Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan

Peningkatan Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

ouwr_

Akuntabilitas/ Laporan

— T

Permintaan informasi, konsultasi,
Informasi Publik

Pengembangan teknologi
informasi

— T

1. SDM Kesehatan memadai
2. Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan tersedia

3. Derajat Kesehatan masyarakat

meningkat



BLG.07.01.CFM.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Kesehatan

Melakukan
perencanaan
kebutuhanFasilitas
Pelayanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah

Validasi ASPAK sesuai
dengan ketersediaan
dan kondisi sarana,
prasarana dan alat
kesehatan fasilitas
pelayanan kesehatan

ya

Menyusun usulan
penyediaan sarana,
prasarana dan alat
kesehatan fasilitas
pelayanan
kesehatan

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

AN

Kabupaten/Kota \ 4
Menyampaikan
¥ Monitoring —— hasil penyediaan
Kinerja fasilitas
RSUD Melakukan pelayanan
update data kesehatan
sarana,
prasarana dan
Puskesmas alat kesehatan
fasilitas Tidak
i v
penyediaan sarana,
prasarana dan alat
kesehatan fasilit
SETDA S pelayanan | f——
kesehatan
INSPEKTORAT
BUPATI
Dinas
Kesehatan > Menerima
Provinsi Laporan

Kementerian
Kesehatan




BLG.07.01.CFM.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan
perencanaan
pendataan target

Validasi data target
sasaran pelayanan i p— ya
DINAS KESEHATAN kesehatan untuk l pelay:r&e:(n&zsehzt;; —
o Velakuk iy Melakukan Desiminasi
€lakukan informasi target, Menyampaikan
pendataan penetapan sasaran dan LAporan
target sasaran J target —  pelayanan
kesehatan UKM
pelayanan
Puskesmas kesehatan sdsaran dan UKP 1
i i Melaksanakan
pe|ayanan Rujukan sesuai
untuk UKM dan standar pelayanan
UKP Rujukan —> kesehatan LD
RSUD UKM dan UKP
A untuk UKM % Rujukan
b T 'a k dan UKP 4
BPS Rujukan
DUKCATPIL
BAPPEDA
INSPEKTORAT Monitoring
dan
Evaluasi
SETDA Kinerja
BUPATI
Dinas
Kesehatan Nll_zgz:ia?a
Provinsi

Kementerian
Kesehatan




BLG.07.01.CFM.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Bupati

DINKES PROV.

PUSDATIN KEMKES
RI

DINAS KESEHATAN

Perencanaan
Aplikasi
Sistem
Informasi
Kesehatan
dan Aplikasi
Komunikasi
Data

-

Maintenance
Perangkat
Keras dan
Perangkat

Lunak Aplikasi

Sistem
Informasi
Kesehatan
dan Aplikasi
Komunikasi
Data

Menerima
Laporan

PUSKESMAS

Menginput atau
Mengelola Data
pada Aplikasi
Sistem Informasi
Kesehatan dan
Aplikasi
Komunikasi Data

0\

Validasi Data
Harian,
Bulanan dan
Tahunan

a

>

Monitoring dan
Evaluasi dalam
Pelaksanaan
Aplikasi Sistem
Informasi Kesehatan
dan Aplikasi
Komunikasi Data

Tidak

Menyampaikan
Laporan




Dinas Kesehatan
Provinsi

Kementerian
Kesehatan

BLG.07.01.CFM.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Melakuk: e g
peree:c:n:;]n . Verifikasi teknis ya VISItaSI Menyampalk
R el sl e fasilitas an hasil
D' Perizi i asilitas
inas Kesehatan prerizinan SeSUl e usu!Ian . _|_> s pelayanan rekomendasi .
e P kesehatan | L—»  penerbitan Menyampaikan
tentang Perizinan astiitas izin fasilitas Laporan
pelayanan
pelayanan
kesehatan
kesehatan
v
Penerbitan izin
DPMPTSPTK A iz
pelayanan
Tldak kesehatan
v
BUPATI
Menerima
Laporan




BLG.07.02.CFM.01 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber data manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota

Kementerian
Kesehatan

Penerbitan
DPMPTSPTTK — izin fasilitas
pelayanan
kesehatan
Melakukan Menyampai
Dinas Kesehatan perencanaan Mengalisis kan laporan
kebutuhan SDM ketersediaan Mengusulkan kinerja
Kesehatan pada tenaga Pemenuhan Monitoring
Aplikasi Renbut == kesehatan = —» danEvaluasi
Puskesmas sesuai Peraturan dari base line tenaga Kinerja
Menteri Kesehatan data Aplikasi kesehatan
No. 43 Tahun 2019 Renbut
RSUD tentang Puskesmas
) 4
Tidak
Verifikasi
usulan
BPPSDM pemenuhan
tenaga
kesehatan a .
V4 Menerima
usulan o hant
emenuhan tenaga
pemenUhan kesehatan o
: tenaga
Dinas kesehatan
Kesehatan
Provinsi

BUPATI

Menerima
Laporan




BLG.07.02.CFM.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manuasia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Puskesmas
Melakukan perencanaan
kebutuhan SDM 1 - -
I Menganalisis Monitoring dan
Kesehatan pada Aplikasi X Lo
. ketersediaan Mengusulkan Evaluasi Kinerja

Renbut sesuai Peraturan P -

RSUD Menteri Kesehatan No. - & . p— — >
kesehatan dari tenaga
43 Tahun 2019 tentang .
. base line data kesehatan
Puskesmas dan 9 Jenis Aplikasi Renbut
Tenaga Kesehatan plikasi Renbu
Strategis
Menyampaikan
Dinas Kesehatan Laporan  E——
y
Penerbitan izin
fasilitas
DPMPTSPTT pelayanan
kesehatan
H \ 4
Tidak ya
Verifikasi
Usulan
—— Pemenuhan —
BPPSDM tenaga
kesehatan
Menerima
usulan Pemenuhan
Dinas pemenuhan tenaga
tenaga —> kesehatan ™
Kesehatan kesehatan
Provinsi
Kementerian Menerima
Kesehatan Laporan
BUPATI




BLG.07.03.CFM.01 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
PIIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi
oleh industri Rumah Tangga

Puskesmas

Monitoring ke

Menverifikasi —> sarana P IRT
kelengkapan Menerbitkan
Dinas Kesehatan - berkas usulan s =P rekomendasi nomor izin
pelaku usaha P IRT
Menerima PIRT ya
usulan dari
pelaku usaha
PIRT, SKPD -
terkait untuk
penerbitan Tlda k
Nomor ljin
Produksi

DPMPTSPTK

t




IBLG.07.04.CFM.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat
Bappedalitbang
Monitoring
Melakukan perencanaan dan Evaluasi
pendataan target sasaran Kinerja
Advokasi, Pemberdayaan, Validasi data target
Kemitraan, Peningkatan dan sasaran i ) )
Peran serta Masyarakat dan Melakukan Advokasi, Diseminasi
Dinas Kesehatan Lintas Sektor Tingkat Daerah pendataan target Pembelrdayaan, informasi target
Kabupaten/Kota sasaran Advokasi Kemitraan, Melakuk
pemberd ! Peningkatan Peran elakukan dan sasaran Melaksanakan
emberdayaan, serta Masyarakat penetapan target X i ;
Kemitraan, ya sasaran Advokasi, AdVOkaS|r Advokasi, Menyampaikan
Pemberdayaan, Pemberdayaan, Pembe'rdayaan, Laporan
Kemitraan, Kemitraan Kemitraan,
Peningkatan Peran . ! > Peningkatan Peran
Peningkatan
Peran serta serta Masyarakat
dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah

Puskesmas

Peningkatan Peran
serta Masyarakat
dan Lintas Sektor

Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Fidak

serta Masyarakat

dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota

LP/LS

Kabupaten/Kota

Menerima
Laporan

BUPATI

Dinas Kesehatan
Provinsi

Kementerian

Kesehatan




BLG.07.04.CFM.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Forum Germas

Kementerian

Kesehatan

Diseminasi
informasi
target dan
sasaran Melaksanakan
Puskesmas
Pelaksanaan Pelaksanaan Sehat
Melakukan Sehat dalam dalam Rangka
pendataan target Melakukan Rangka Promotif Preventif
sasaran penetapan target i Tingkat Daerah ;
Pelaksanaan SEREIEN el SREE Promotl.f Kabﬁ aten/Kota VT
Sehat dalam Rangka Preventif p Laporan
Melakukan R seiatlgalamt'f ya Promotif Preventif Tingkat Daerah
perencanaan angka Fromoti o Tingkat Daerah
pendataan target Preventif Tingkat Vallgaa data target - Kabupa:en/Kot
lan sasaran
Sasaial Daerah Pelaksanaan Sehat
Dinas Kesehatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota ikl REnie
Sehat dalam Promotif Preventif
Rangka Promotif Tingkat Daerah
Preventif Tingkat A Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
i Monitoring dan
| Evaluasi Kinerja
Tidak
BAPPEDA
INSPEKTORAT
BUPATI
) Menerima
Dinas > Laporan
Kesehatan

Provinsi




BLG.07.05.CFM.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAPPEDA

INSPEKTORAT

Melakukan Validasi dat
Melakukan alidasi data
endataan target
perencanaan p 8 target dan
Dinas Kesehatan, pendataan target sasaran sasaran
sasaran pembinaan ey pembinaan L > pembinaan —
PPKB ketahanan dan k h d ketahanan dan
kesejahteraan eta _anan an kesejahteraan
keluarga kesejahteraan keluarga |
keluarga Y4
A
d R |
Kelompok
kegiatan

Melakukan Melaksanakan

penetapan pembinaan
target sasaran ketahanan

pembinaan —— dan
ketahanan dan kesejahteraan
kesejahteraan keluarga

Monitoring
> danEvaluasi =
Kinerja

L) Menyampaikan
LAporan

BKKBN KALSEL

BKKBN PUSAT

Menerima
Laporan




BLG.07.05.CFM.02 Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Puskesmas
KELOMPOK _ Melaksanakan
BRI UER kegiatan
KEGIATAN pendataan target K gd. q
B oordinasi
sisaran orginlsaﬂ Melakukan penetapan ..
smaksyta;a atahn target sasaran organisasi CUEEIEEE Menyampaikan
Melakukan Karfp:tenajer\?am kemasyarakatan tingkat kemasyarakatan M Laporan
perencanaan . daerah Kabupaten tingkat daerah
PeEREm gD pembangunan ya dalam pembangunan ==
sasaran organisasi keluarga melalui i Kabupaten
kﬁnmgal;\/ta;:te:;n pembinaan Validasi data target dan kil.uarga Fflar:UI dalam pr—
b dall e ketahanan dan sasaran organisasi pembinaan ketahanan - A
Dinas Kesehat Kzel:ﬁgszgu:;m ecorahteroan ey i dan kesejahteraan Desiminasi informasi pembangunan
Inas Kesenatan, keluarga melalui - daerah Kabupaten dalam keluarga target dan sasaran keluarga melalui
PPKB pembinaan g pembangunan keluarga organisasi 8 3
ketahanan dan 7y melalui pembinaan kemasyarakatan pemblnaan
keskejlahteraan ketahanan dan tingkat daerah ketahanan dan
eluarga
¢ . N Kabupaten dalam k il
Tidak bembangunan esejahteraan
keluarga melalui keluarga Menerima
pembinaan
| ketahanan dan Laporan
. . ] j
Dinas Sosial keske e’fuh:fgr:an
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
anak serta
Pemdes
BKKBN Kal Sel
BKKBN Pusat
A
BAPPEDA
Monitoring
dan Evaluasi —
INSPEKTORAT A







omeur

Kebijakan/regulasi
tentang Reformasi
Birokrasi

Pemerintah e

Perumusan kebijakan
strategis Reformasi
Birokrasi

Perangkat Daerah J._>

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG- 08

PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI

Peningkatan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Peningkatan Perumusan
Kebijakan, Pendampingan dan
Asistensi

Peningkatan Penyelenggaraan
Pengawasan

Peningkatan Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi,
Pembangunan Daerah

Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peningkatan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Peningkatan Pengelolaan
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

ST

Akuntabilitas/ Laporan

— Pemerintah J

Permintaan informasi, konsultasi,
Informasi Publik

Pengembangan teknologi
informasi

e Perangkat Daerah J

1. Indeks RB meningkat
2. Pelayanan publik semakin baik
dan berkualitas




BLG.08.01.CFM.01 Penataan Organisasi

Setda

Melaksanakan
perencanaan

Penataan 1 Melakukan
Organisasi permintaan

data

SKPD

Tidak

Melaksanakan
Validasi Data

Mengolah

— data

ya

Menyusun
Laporan

Menyusun
Laporan

Inspektorat

Bappeda
litbang

BKPSDM

L

BPKPAD

Diskominfo,
Statistik dan
Persandian

UPP

Melakukan
Rapat
Koordinasi

BUPATI

Pemrov Kalsel

Kemenpan RB

Kemendagri

Menerima
Laporan




BLG.08.02.CFM.01 Pengawasan Internal

Tidak

Bagian Penerbitan
Hukum Setda SKPKET

YA

Tenaga Ahli

Obrik

Pelaksanaan

A 4

Penyusunan

Inspektorat PKPT

N
audit
- Ekspose
Pembentukan )

) ) Hasil
Tim Kerja B Pengawasan
Pengawasan

v

Penyusunan
Laporan Hasil
Pengawasan

BPK RI Perwakilan
Kalimantan
Selatan

Bupati

BPKP Perwakilan
Kalimantan
Selatan

Inspektorat
Propinsi
Kalinmantan
Selatan

Monitoring
»| dan Evaluasi
TLHP

Rekonsiliasi
Data TLHP

Penyerahan

— Laporan hasil —

Pengawasan

Laporan
TLHP




BLG.08.02.CFM.01 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tenaga Ahli
v
Penerimaan
Pembentukan Ekspose Hasil Audit
Berkas 5 - L . Penyusunan
Tim Ker Investigasi / PKKN (Apabila !
IR Laporan Hasil
Inspektorat Pengaduan / Audit berdasarkan
Kasus Penanganan Pelaksanaan permintaan dari APH PR
Gelar Kasus Audit
Investigasi X
‘ > Perkara/ PKKgN /
Ekspose
APH
A4
Klarifikasi
. - J i
Obrik Hasil Audit
Investigasi /
Penyerahan
»l Lapor_an
BPK RI Perwakilan o hasil
Kalimantan engawasan
Selatan
Pengajuan
Telahaan
Bupati Staf
kepada
Bupati

BPKP Perwakilan
Kalimantan
Selatan

Inspektorat
Propinsi
Kalimantan
Selatan

Monitoring
dan Evaluasi
TLHP

Rekonsiliasi
Data TLHP

Laporan
TLHP




Bupati

Menerima
Pelaporan

Bappeda Provinsi

Bag. Hukum Setda

Bappedalitbang

Melaksanakan Koordinasi
Penelaahan dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan dokumen
kebijakan daerah lainnya

SKPD

\4

DPRD

Melaksanakan
Pelaksanaan
Konsultasi

Kecamatan

Organisasi
Masyarakat/LSM

Akademisi

Melaksanakan
Musrenbang
Kabupaten

Melaksanakan
Koordinasi
Penyusunan
dan Penetapan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Kabupaten

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

Inspektorat

Monitoring
dan evaluasi
kinerja




Bappedalitbang

BPS

Diskominfostatistik

SKPD

Melaksanakan
Analisa Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

_>

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

\ 4

Bupati

Melaksanakan
Penyusunan
Profil
Pembangunan
Daerah
Kabupaten

Bappeda Provinsi

Menerima
Pelaporan

Inspektorat

_| Monitoring dan

evaluasi kinerja




Bappedalitbang

SKPD

Melaksanakan Koordinasi
pengendalian perencanaan
& pelaksanan
pembangunan daerah di
kab/kota

Bappeda Provinsi

Melaksanakan
Monitoring,
Evaluasi dan
Penyusunan

laporan berkala
pelaksanaan

pembangunan
Daerah

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

A

Inspektorat

Monitoring dan
evaluasi kinerja

Bupati

Bappeda Provinsi

Menerima
Pelaporan




Bappedalitbang

Melakukan

kegiatan Koordinasi
Perencanaan
Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil

Dinas Sosial,
P3A,Pemdes

BPBD

Dinas Perpustakaan
dan Kersipan

Dinas Pemuda
Olahraga dan
Pariwisata

Dinas Pendidikan
dan kebudayaan

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

A

Badan Keuangan
Daerah

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan

Dinas Satpol PP

BKPSDM

Inspektorat

Bakesbangpol

Kecamatan

Bupati

1akan fasilitasi
Dinas Kesehatan penyu::;en:cr;::la(:men
dan KB P

L,

Melaksanakan
asistensi dokumen
perencanaan
Perangkat Daerah

YA

evaluasi dokumen

Melakukan monitoring dan

perencanaan Perangkat
Daerah

Tidak

Bappeda

Provinsi KalSel

Bagian Organisasi

Menerima
Pelaporan

dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah

Inspektorat

Monitoring
dan evaluasi
kinerja




Melakukan perencanaan
kegiatan Koordinasi
Perencanaan

Melaporkan
pelaksanaan

Bappedalltba ng Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian dan .
SDA kegiatan
A

Dinas Pertanahan
dan Lingkungan
Hidup

Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian
dan Perikanan

Melaksanakan

Melaksanakan

Melakukan

e asistensi L
Dinas Koperasi fasilitasi ds:(sun:e:] monitoring dan
UKM Perindustri’an penyusunan = perencanaan evaluasi dokumen
: ki
dan Perdagangan dokumen Perangkat perencanaan
perencanaan F—, YA | Perangkat Daerah
Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja
: Tidak

Bupati

Bappeda
Provinsi KalSel

Menerima
Pelaporan

Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah

Inspektorat

Monitoring
dan evaluasi
kinerja




Bappedalitbang

Melakukan perencanaan
kegiatan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur &
Kewilayahan

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukinan

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan

Persandian

Melaksanakan
fasilitasi
penyusunan
dokumen
perencanaan

Melaksanakan
asistensi
dokumen
perencanaan
Perangkat
Daerah

A 4

YA

Melakukan
monitoring dan
evaluasi dokumen
perencanaan
Perangkat Daerah

Bupati

Bappeda Provinsi
KalSel

Menerima
Pelaporan

Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah

Inspektorat

Monitoring
dan evaluasi
kinerja




BLG.08.05.CFM.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

SKPD
Tidak Setuju
Menyusun Menyusun
rancangan surat edaran
KUAdan roane Tidak Setuju
pedoman
rancangan —
BPKPAD PPAS penyusunan Penyusunan
RKA SKPD dan
Pembahasan dan RKA pembahasan Penyempurnaan
bersama PPKD RKA SKPD Hasil evaluasi
rancangan dan RKA 5| rancangan perda |
KUA dan PPKD serta APBD dan
rancangan J penyusunan rancangan
PPAS rancangan perbup APBD
Menyampaikan . perda APBD
TAPD rancangan KUA Setuju
5 danrancangan
PPAS ke Kepala
Daerah
Penetapan dan
DPRD g - penyampaian Penetapan
ebrse ujuan keputusan perda
ersama pimpinan DPRD => APBD dan
pr(:rr:ic:ziaBr;) . tentang perbup
" Menyampaikan
Menyampaikan zltljer:te::;:::: Setuju rancangan ,Zenr::\;ir;;::;aﬂ; APED X
> rancangan KUA e 3 perda APBD Penyampaian
. dan rancangan g Menyampaikan dan rancangan perda APBD
Bupatl pedoman rancangan perbup APBD dan perbup
penyusunan perda APBD ke kepada APBD ke
RKA SKPD DPRD gubernur
dan RKA gubgrnur unTuk
PPKD dievaluasi
Melakukan
evaluasi
rancangan
Gubernur PR ATED

dan rancangan
perbup APBD




BLG.08.05.CFM.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Penyusunan
SKPD Anggaran KAS dan
DPA
\ 4
Penyusunan Evaluasi dan
> > Pembuatan SPD
BPKPAD Rancangan SPD Otorisasi SPD




BLG.08.05.CFM.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Menyusun Laporan

Menyusun LKPD
(unaudited) atas

Menyusun Menyusun Draft

FRAN N .
BPKPAD Konsilidasian dan LKPD N Bt —» PerdalPP APBD dari
Inspektorat LKPD Audited
Baglan Menyusun Legal
Hukum ——> Drafting Perda LPP
APBD
Setda
Menyusun Menerima
SKPD > Laporan Pemeriksaan dari
Keuangan SKPD BPK Rl atas LKPD
Unaudited
A
Menerima dan
Mereviu Laporan menindaklanjuti
Inspektorat > Konsolidasian dan LHP BPK atas
LKPD Pemeriksaan LKPD
Menteapkan
BUPATI Perda LPP
APBD
vy
Membahas dan
DPRD Menyetuijui Draft
Perda LPP APBD
y
Mengevaluasi dan
GUBERNUR Mengesahkan draft Perda
LPP APBD menjadi Perda
LPP APBD
v
Menyusun
Menerima dan Draft LHP BPK
melakukan dan
BPKRI pemeriksaan LKPD Pemeriksaan

(unaidited) LKPD




BLG.08.05.CFM.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

DESA, SATPOL PP, DINKES,

Mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan

RSUD, BPBD Retribusi Daerah serta Permohonan Penyaluran
Dana Darurat Mendesak Setuju
]
) 4
Menerima Berkas Terkait Menyusun Laporan
Permohonan Penyaluran Mt e Penyaluran Alokasi Dana
Alokasi Dana Desa dan P i i Desa dan Bagian Dari
! ° cesd Verifikasi Berkas Menerbitkan Menerbitkan g
BPKPAD Bagian Dari Hasil Pajak dan —— > SPP dan SPM > SP2D Hasil Pajak dan Retribusi
Retribusi Daerah serta Daerah serta
Permohonan Penyaluran Permohonan
Dana Darurat Mendesak Penyaluran Dana
A |
| ]
Tidak Setuju
Melaksanakan Pemindahbukuan
Dana Dari Rekening Kas Umum
BANK KALSEL Daerah Ke Rekening Kas Desa




BLG.08.06.CFM.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Melaksanakan

BPKPAD perencanaan
sertipikasi aset v
tanah
Melakukan
Koordinasi
Dengan I
Pengurus
Barang
SKPD
KELURAHAN/
DESA
SEKDA
KANTOR

PERTANAHAN

Pengukuran dan
menyiapkan
dokumen
kelengkapan
pendaftaran
tanah

Pencatatan
Sertipikat aset

\ 4

Pendaftaran
Tanah




BLG.08.07.CFM.01 Pendampingan dan Asistensi

Menerima Surat
Edaran Bupati

Menyusun RKA-

—

Melakukan
perbaikan
RKA-SKPD

SKPD tentang ———>  SKPD pada
FELIeIEN aplikasi SIPD
Penyusunan RKA- P
SKPD Asistensi dan
———>  Verifikasi —
RKA-SKPD
TAPD

Mengkompilasi
BPKPAD — dokumen RKA-

SKPD



BLG.08.08.CFM.01 Administrasi Tata Pemerintahan

Melakukan perencanaan

Setda (pembentukan TIM,
permintaan data)
ya
Td Mengolah
data
193 Validasi
M Data
A
Y
. Pengisian
SKPD terkait — Data
Tidak
Validasi
Inspektorat olda .
supat ___| Penandatanganan
DPRD

Setda Provinsi

Kemendagri

Menerima
Laporan

Media Massa

Publikasi




PETA RELASI BLG-08 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

01. Peningkatan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

02. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan

03. Peningkatan Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi, Pembangunan Daerah

1) Setda

2) Inspektorat

3) Bappedalitbang
4) BKPSDM

5) BPKPAD

6) Diskominfosan
7) UPPB)

1) Inspektorat

2) Bag. Hukum Setda
3) Orik

4) APH

1) Bappedalitbang

2) DPRD

3) Pemerintah Kecamatan
4) Bag. Hukum Setda

5) BPS

6) Diskominfosan

7) SKPD

04. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

05. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Bappedalitbang

2) Disdukcapil

3) Dinsos,PPPA serta Pemdes
4) BPBD

5) Disperpusip

6) Dispotapar

7) Disdikbud

8) DinkesPPKB

9) BPKPAD

10) Setda

11)Setwan DPRD

12) Satpol PP

13) BKPSDM

14) Inspektorat

15) Bakesbangpol

16) Kecamatan

17) Bag. Organisasi Setda

18) Dis LH dan Pertanahan
19) DKPPP

20) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian & Perdagangan

1) BPKPAD

2) TAPD

3) DPRD

4) SKPD

5) Bag. Hukum Setda
6) 31 OPD

7) Inspektorat

8) pemerintahan Desa
9) Satpol PP

10) DinkesPPKB

11) RSUD

12) BPBD

06. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik
Daerah

1) BPKPAD

2) Kecamatan/Keluran/Desa
3) Setda

4) BPN

08. Peningkatan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

07. Peningkatan Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

1) BPKPAD
2) SKPD

1) Setda

2) SKPD Terkait
3) Inspektorat
4) DPRD




o NeT

Kebijakan/regulasi tentang
angka kemiskinan

B

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

N

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG.09

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Peningkatan Pemberdayaan
Sosial

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Peningkatan Perlindungan
dan Jaminan Sosial

2.

ST T

Akuntabilitas/ Laporan

—

Perumusan kebijakan strategis
angka kemiskinan

Pengembangan teknologi
informasi

——>  Pennglatbaenh

1.

Tingkat Kemiskinan yang
menurun

Keberdayaan masyarakat sosial
yang meningkat pada
perbaikan peningkatan
pendapatan dan kehidupan
layak



BLG.09.01.CFM.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Melakukan
perencanaan
kegiatan
pemberdayaan
sosial Komunitas
Adat Terpencil
(CAT)

Melaksanakan
verifikasi data
komunitas adat
terpencil (KAT)

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

YA

Membuat Laporan
Kegiatan

Monitoring dan
evaluasi kinerja

Melaksanakan Tidak

Kecamatan

koordinasi
tentang warga
KAT

A

Dinas Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Dinas Sosial Provinsi

Melaksanakan
pemetaan
daerah tentang
lokasi KAT

Bupati

A 4

Menerima
laporan
pelaksanaan
kegiatan




BLG.09.01.CFM.02 Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Melakukan
perencanaan
kegiatan
Pengumpulan
Sumbangan Dalam
Daerah Kabupaten

Y

Tidak

Melaksanakan
verifikasi data

(A

e

Dinas Penanaman
Modal Pelayanan
Terpadu Satu pintu,
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

Melaksanakan
koordinasi dengan
lintas terkait
tentang perizinan
sumbangan

Membuat Laporan
Kegiatan




BLG.09.01.CFM.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota

Melakukan
Dinas Sosial, Pemberdayaan perenFanaan
Perempuan dan kegiatan
Perlindungan Anak serta Pengembanagan
Potensi Sumber
Pemberdayaan Masyarakat )
Desa Kesejahteraan
Sosial
Dinas Sosial Provinsi
Ly

Kecamatan

Melaksanakan
verifikasi data —

YA

Membuat Laporan
Kegiatan

Melaksanakan
koordinasi
dengan SKPD

terkait « — Tidak!

Melaporkan
pelaksanaan kegiatan

Monitoring dan
evaluasi kinerja

]




BLG.09.02.CFM.01 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Melakukan
perencanaan kegiatan
Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan
Korban HIV/AIDS dan
NAPZA Di Luar Panti
Sosial

Melaksanakan
verifikasi data

YA

Membuat Laporan

Kegiatan

Monitoring dan
evaluasi kinerja

Kecamatan

Dinas Kesehatan /
Rumah Sakit

Tidak

BAPPEDALITBANG

Melaksanakan

BNN

—5 T <
koordinasi

Melaksanakan
pemetaan

Satpol PP

DiSDIKBUD

Dinas Sosial Provinsi

Bupati

Menerima laporan
pelaksanaan kegiatan




BLG.09.03.CFM.01 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

BUPATI

Kementrian Sosial RI

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menerima data awal
DTKS

—

Desa

Kecamatan

Melaksanakan Koordinasi
dengan SKPD Terkait

Melaksanakan
Verifikasi data
DTKS(Data
Terpadu
Kesejateraan
Sosial)

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

YA

Mengolah data
DTKS sesuai hasil
Verifikasi

Melaporkan

data yang
sudah
terverifikasi

Menerima hasil
Pengesahkan

data DTKS yang
sudah diverifikasi







- omeut

Kebijakan/regulasi tentang
konflik sosial

T —

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

.

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG.10

PENURUNAN ANGKA KONFLIK SOSIAL BERNUANSA SARA

Peningkatan Kewaspadaan
Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitas
Penanganan Konflik Sosial

Peningkatan Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Masyarakat

- ourr

Akuntabilitas/ Laporan

— TN

Perumusan kebijakan strategis
konflik sosial

Pengembangan teknologi
informasi

—> | Perngtatpsesh

1. Fasilitas penanganan konflik
yang memadai

2. Keamanan Nasional meningkat

3. Partisipasi dan keberdayaan
masyarakat meningkat.



BLG.10.01.CFM.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Melakukan perencanaan
dan penyusunan bahan
kebijakan kewaspadaan
nasional dan penanganan
konflik

TIM PUSKOMIN

TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH
DAERAH

Melaksanakan
pemetaan terhadap
» daerah rawan konflik

TIM TERPADU
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

sosial

TIM PENGAWASAN
ORANG ASING

FORKOPIMDA

Membuat Laporan
Kegiatan

7'y

Melaksanakan
pengawasan
terhadap
daerah rawan

potensi konflik
sosial

POLRES

KODIM

DINSOS

BPN

KEMENAG

BAIS

BIN

PENGADILAN NEGERI

KEJAKSAAN NEGERI

Melaksanakan

koordinasi dengan

lintas sektor

BPBD
DINKES
DINSOS
v

BUPATI
Melaporkan
pelaksanaan ]

kegiatan
KESBANGPOL

PROVINSI




BLG.10.02.CFM.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Melakukan
penyusunan bahan
kebijakan Bidang
Pemberdayaan dan —
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

TIM TERPADU
PENGAWASAN
ORMAS Melaksanakan
koordinasi
dengan lintas
sektor
Polres
Kodim

Kejaksaan Negeri

Melaksanakan
pelayanan pendaftaran
Organisasi Masyarakat

untuk mendapatkan
Surat Keterangan
Terdaftar

A

Melakukan
verifikasi terhadap
kelengkapan berkas
pendaftaran ormas

YA

Melakukan
pembinaan
» terhadap organisasi
masyarakat yang
telah terdaftar

>

Tidak

Melakukan monev
terhadap ormas
yang dibina

Membuat dan
Melaporkan
pelaksanaan

Kegiatan

Kecamatan
Bupati v
Menerima |
laporkan
lak:
Bakesbangpol pek:gisaatr::]an

Provinsi







et

Kebijakan/regulasi tentang
Ketentraman & Ketertiban
Umum

.

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

.

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG.11

PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Peningkatan Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Peningkatan Penanggulangan
Bencana

o

Akuntabilitas/ Laporan

— S

Perumusan kebijakan strategis
Ketentraman & Ketertiban
Umum

Pengembangan teknologi
informasi

—

1. Penyakit masyarakat menurun
2. Penggulangan bencanayang
cepat tanggap




BLG.011.01.CFM.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Satuan Polisi Pamong
Praja

Melakukan
perencanaan
kegiatan terkait
penanganan
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum

Kecamatan

Kodim 1001 Amunta
Balangan

Polres Balangan

Melakukan
koordinasi dan
kerjasama
dengan lembaga
terkait
penanganan
gangguan
ketentraman
dan ketertiban
umum

YA
— Verifikasi ] Me|ap0rkan
pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan terkait
kegiatan
Ketentraman dan I
Ketertiban Umum
TDK

Bupati

v

Melaporkan
pelaksanaan kegiatan




BLG.011.01.CFM.02

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Satuan Polisi Pamong
Praja

Melakukan
perencanaan
kegiatan terkait
Penegakan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
dan Peraturan
Bupati/Walikota v

Kecamatan

Sekretariat Daerah

Verifikasi

i

Melaksanakan
Sosialiasi Tentang
Perda

Melaporkan
pelaksanaan kegiatan

Melakukan
koordﬁlna5| dan Melaksanakan
kerjasama kegi
egiatan
dengan lembaga
. Penegakan
Polres Balangan terkait Perda
Penegakan
Perda
Kodim 1001 Amuntai
Balangan
Kejaksaan Negeri
Paringin
Pengadilan Negeri
Paringin 1
A 4
Bupati

Kemendagri

Menerima Laporan
pelaksanaan kegiatan




BLG.11.02 CFM.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Inspektorat
Melakukan
Melakukan monitoring dan
Badan perencanaan evaluasi Kinerja
kegiatan Melaporkan
Penanggulangan oelayanan S —
Bencana Daerah S v kegiatan "
(BPBD) edukasi (KIE)

A
Rawan Bencana

Dinas Komunikasi Melaksanakan
Informasi, pelayanan
Statistik dan informasi rawan
p di bencana
Ee izl Kabupaten/kota

Kecamatan Se-

Kabupaten
Balangan
Bupati
Menerima
Pelaporan

BPBD Provinsi
KalSel




BLG.11.02 CFM.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Badan Melakukan perencanaan

Melaksanakan

) Melaksanakan Penyediaan Melaporkan
kegiatan pelayanan X pelayanan
Penanggulangan peralatan perlindungan dan
88 g ‘pen-cegahan dan P Ve EFHEEER (b EeEr ¥ pen.cega'han & — > pelaksanaan [
Bencana Daerah kesiapsiagaan terhadap bencana kesiapsiagaan kegiatan
(BPBD) Eeycan terhadap bencana
Melakukan
Inspektorat monitoring dan
evaluasi pelayanan
> pencegahan & —
kesiapsiagaan
terhadap bencana
Bupati

BPBD Provinsi KalSel

Menerima
Pelaporan




BLG.11.02 CFM.02 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Inspektorat
Bupati
Badan . . Melakukan kaji Mengerahkan SDM,
Penanggulangan Mer.1er.|ma Informasi | cepat kondisi - —» Peralatan dan
Bencana Daerah terjadinya Bencana Bencana Logistik

(BPBD)

Kecamatan dan
Pemerintah Desa

Melakukan Identifikasi
> Lokasi, Korban, Kerugian
akibat Bencana

Melaksanakan
Pelaporan







o oweut

Kebijakan/regulasi tentang
Budaya Balangan

| Penerinah | —>

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

N —

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG.12

PENINGKATAN BUDAYA BALANGAN YANG TERLESTARIKAN

Peningkatan Pengembangan
Kesenian Tradisional

Peningkatan Pembinaan Sejarah

Peningkatan Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya

- outur

Akuntabilitas/ Laporan

— T

Perumusan kebijakan strategis
Budaya Balangan

Pengembangan teknologi
informasi

— T

1. Nilai Kesenian, sejarah dan
cagar budaya Balangan terjaga
dan meningkat

2. Budaya Balngan semakin maju
dan lestari




Menyusun rencana
kegiatan
pengembangan
kesenian tradisional

Mendata sanggar
kesenian dan
ektrakulikuler

kesenian yang ada

di sekolah

Memverifikasi data
sanggar kesenian dan
ektrakulikuler
kesenian yang ada
disekolah

Melaksanakan
workshop,
pelatihan, dan
pembinaan
sanggar kesenian
dan sekolah

Mengevaluasi
kegiatan sanggar
kesenian den sekolah

— >

Membuat dan
menyerahkan
laporan tentang
pembinaan kesenian
tradisional

Menerima laporan
pembinaan kesenian
tradisional




BLG.012.02.CFM.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaPengembangan Kesenian Tradisional

Membuat dan

Dinas Melakukan WL EE Melaksanakan menyerahkan
- . data peserta . . :
Pendidikan perencanaan kegiatan dial - h kegiatan dialog laporan hasil
dan dialog sejarah dan Ij ogtsejda.r:.:\ sejarah dan tradisi kegiatan dialog
tradisi budaya Mengoordinasi data in dra ! YA budaya sejarah dan tradisi
Kebudayaan eserta dialo Heave budaya
L, p g
sejarah dan tradisi
budaya
Sekolah )
; Tidak
v
Menerima laporan
. hasil kegiatan dialog
Bupati sejarah dan tradisi

budaya




BLG.12.03.CFM.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Dinas ,
o Membentuk Tim
Pendidikan Pendaftaran Cagar ~——
dan Budaya
Kebudayaan Melaporkan dugaan Mengisi formulir
cagar budaya cagar buadaya
Masyarakat
A
. Melaksanakan
Tim Ahli Cagar Tidak . sidang pleno
BUd penetapan
udaya Cagar Budaya
YA
. ., Memberikan SK
Bupati Cagar Budaya




BLG.012.03.CFM.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Memverifikasi

Dinas Membuat SKjuru | , Melakukan o, hasil
Pendidikan danj pelihara cagar budaya . momlzozng cagar pengelolaan
cebud Memberi udaya cagar budaya
€budayaan Memberikan alat pengarahan SOP
—» kebersihan kepada — > tugas
jupel cagar budaya pengelolaan T

— cagar budaya

———>

YA

Membuat laporan
mengenai cagar
budaya

f—————>|

Menyerahkan laporan
tentang cagar budaya

Tidak

Juru Pelihara

Bupati

Menerima laporan
tentang cagar budaya







S

Kebijakan/regulasi tentang
Status Desa

N —

Permintaan informasi,
konsultasi, Informasi Publik

EE——

Permintaan informasi,
konsultasi, dan layanan

BLG.13

PENINGKATAN STATUS DESA KABUPATEN BALANGAN

Peningkatan Administrasi
Pemerintahan Daerah

Peningkatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan Masyarakat
Hukum Adat

T

Akuntabilitas/ Laporan

—

Perumusan kebijakan strategis
status Desa

—

1.

Pengembangan teknologi
informasi

T

Efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Partisipasi dan keberdayaan
masyarakat Desa meningkat



BLG.13.01.CFM.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Desa

Kecamatan

KPPN

BPJS

Dinas Sosial, Pemberdayaan

Melakukan perencanaan
kegiatan Pembinaan dan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pengawasan
Penyelenggaraan
serta Pemberdayaan Masyarakat dan N e—— Verifikasi
Desa Pemerintahan Desa data
7 Y
TidAalk T
TTUTUIN

BPKP Provinsi

Dinas PMD Provinsi

Kementrian Dalam Negeri
dan kemendes tertinggal

Melaksanakan

koordinasi > Melaksanakan kegiatan

dengan lintas
terkait

Inspektorat

BUPATI

Monitoring dan evaluasi
kinerja

/N

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan




BLG.013.02.CFM.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat

Bappedalitbangda

Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Melakukan perencanaan
kegiatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang
Pemberdayaan Desa dan
Masyarakat Hukum Adat

Desa

Kecamatan

Dinas Kesehatan dan KB

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

DPMD Propinsi

Melaksanakan
koordinasi
dengan lintas
terkait

Verifikasi
data

YA

Melaksanakan kegiatan

Melaporkan
pelaksanaan
kegiatan

Monitoring dan evaluasi
kinerja




H. ABDUL HADI



